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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya

TERSERTIFIKASI DEWAN PERS
No. 376/DP-Terveri� kasi/K/VI/2019
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PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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PENGUMUMAN
Sehubungan dengan Libur Nasional Hari Raya Natal, 

maka kami sampaikan kepada pembaca dan relasi, bahwa 
Harian Sulteng Raya TIDAK TERBIT pada edisi Kamis, 25 
Desember 2025. Harian Sulteng Raya akan terbit kembali 

pada edisi Senin, 29 Desember 2025. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatian dan 
pemaklumannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Redaksi Sulteng Raya
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■ Baca PARMOUT... Hal. 7

■ Baca PEMPROV... Hal. 7

■ Baca WAGUB... Hal. 7

■ Baca PEMERINTAH... Hal. 7

■ Baca PT VALE... Hal. 7■ Baca WASPADA... Hal. 7

PIMPIN SIDAK PASAR

Wagub Sulteng Sebut Harga Bahan 
Pokok Relatif Terkendali Jelang Nataru

SULTENG RAYA – Wagub Reny Lamadji-
do, Ketua TP-PKK Sry Nirwanti Bahasoan, 

serta Tim Pengendalian Infl asi Daerah 
(TPID) Sulteng , melaksanakan sidak pasar,  
Selasa Pagi (23/12/2025). Kegiatan ini dila-

kukan sebagai langkah konkret pengen-
dalian infl asi daerah menjelang perayaan 

Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pemprov Sulteng Berangkatkan 
565 Pemudik Lewat Berani Mudik

WAGUB Reny Lamadjido saat melaksanakan sidak di salah satu pasar tradisional Kota Palu, Selasa (23/12/2025). FOTO: BIRO ADPIM

Sidak pasar tersebut me-
nyasar dua lokasi utama, 
yakni Pasar Manonda dan 
Pasar Masomba, Kota Palu. 
Turut mendampingi da-
lam kegiatan ini Asisten II 
Bidang Perekonomian dan 
Pembangunan Rudi Dewan-
to, Kepala Kejaksaan Tinggi 
Sulawesi Tengah, Kepala 
Perwakilan Bank Indonesia 
Sulawesi Tengah, Kapolda 
Sulawesi Tengah, Pangdam 
XIII/Merdeka, serta para 
kepala Organisasi Perangkat 
Daerah (OPD) lingkup Pe-
merintah Provinsi Sulawesi 

Tengah dan pejabat terkait 
lainnya.

Wagub dr. Reny menyam-
paikan bahwa sidak pasar 
ini merupakan bagian dari 
upaya pemerintah daerah 
dalam memastikan stabili-
tas harga dan ketersediaan 
bahan pokok menjelang 
momentum hari besar ke-
agamaan dan pergantian 
tahun.

“Sidak pasar ini kami 
lakukan untuk memantau 
langsung perkembangan 
harga dan ketersediaan ba-

han pokok, sebagai langkah 
pengendalian inflasi daerah 
menjelang Natal dan Tahun 
Baru,” ujar Wagub.

Dari hasil pemantauan di 
lapangan, Wagub mengung-
kapkan bahwa secara umum 
harga kebutuhan pokok 
masih relatif terkendali, 
meskipun terdapat beberapa 
komoditas yang mengalami 
kenaikan harga ringan.

“Dari hasil sidak, ada 
empat komoditas yang men-
galami kenaikan tipis, se-
perti telur ayam, cabai rawit, 
dan bawang merah, dengan 
kenaikan di kisaran lima 
ribu rupiah. Namun secara 
umum stok barang masih 
cukup dan aman,” jelasnya.

Dalam kesempatan terse-
but, Wagub juga menyam-
paikan apresiasi dan terima 
kasih kepada seluruh un-
sur Forkopimda dan TPID 
Provinsi Sulawesi Tengah 
yang terus bersinergi dalam 

GUBERNUR SULTENG Anwar Ha� d melepas peserta mudik program 
Berani Mudik Gratis 2025 di Palu, Senin (22/12/2025). FOTO: ANTARA/
HUMAS PEMPROV SULTENG

SULTENG RAYA - Pe-
merintah Provinsi (Pem-
prov) Sulawesi Tengah 
(Sulteng) memberangkat-
kan sebanyak 565 orang 
pemudik dengan tujuan ke 
sembilan daerah di provinsi 
ini melalui program Berani 
Mudik Gratis Natal 2025 dan 
Tahun Baru 2026.

Gubernur Sulawesi Teng-
ah Anwar Hafid di Palu, 

Senin, mengatakan program 
mudik gratis ini sebagai ben-
tuk kepedulian pemerintah 
daerah dalam membantu 
masyarakat yang hendak 
pulang kampung merayakan 
Natal dan Tahun Baru.

“Semoga dengan Berani 
Mudik Gratis, saudara kita 
yang memanfaatkan bisa 
terbantu untuk berkumpul 
dan bersilaturahmi dengan 

keluarga dan handai taulan 
di kampung masing-ma-
sing," katanya. 

Program ini, kata dia, juga 
bertujuan menekan risiko 
kecelakaan lalu lintas serta 
mengurai kepadatan arus 
kendaraan selama momen 
Natal dan tahun baru di 
Sulawesi Tengah.

Pemerintah Dorong Keadilan Energi Lewat
SPBU Nelayan di Donggala

PT Vale Hibahkan Excavator Sebagai 
Solusi Terpadu Mitigasi Banjir di Lutra

PENANDATANGANAN berita acara penyerahan hibah PT Vale kepada Pemkab Luwu Utara. FOTO: DOK. PT VALE

SULTENG RAYA — Di 
tengah meningkatnya in-
tensitas curah hujan dan ke-
rentanan sejumlah wilayah 
terhadap banjir serta long-
sor, penguatan ketahanan 
daerah menjadi kebutuhan 
mendesak yang tidak bisa 
ditunda. 

Menjawab tantangan ter-
sebut, PT Vale Indonesia 
Tbk (PT Vale), bagian dari 
grup MIND ID, mengambil 
langkah strategis bersama 
Pemerintah Kabupaten 
Luwu Utara melalui hibah 
satu unit alat berat excava-
tor, dokumen kajian teknis, 
bahan bakar operasional 10 
ribu liter, serta aksi penana-
man bibit pohon sebagai ba-
gian dari rehabilitasi daerah 
aliran sungai (DAS).

Hibah alat berat exca-
vator tersebut diharapkan 
dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah untuk 
kegiatan pengerukan sun-

gai dan saluran air yang 
mengalami pendangkalan. 
Langkah ini bertujuan me-
ningkatkan kapasitas aliran 

air, mengurangi risiko banjir 
terutama pada musim hu-
jan, sekaligus mendukung 
pemeliharaan infrastruktur 

sumber daya air secara ber-
kelanjutan.

Sebagai pelengkap solusi 
teknis tersebut, penanaman 

bibit pohon dilakukan seba-
gai upaya strategis meng-
hadapi dampak perubahan 
iklim yang memicu cuaca 
ekstrem. Rehabilitasi DAS 
diharapkan mampu mem-
perkuat daya dukung ling-
kungan, mengurangi laju 
limpasan air, serta menci-
ptakan wilayah yang lebih 
tangguh terhadap bencana 
di masa depan.

Head of External Relation 
PT Vale Indonesia, Endra 
Kusuma menegaskan, pe-
nyerahan hibah alat berat 
yang dirangkaikan dengan 
penanaman bibit pohon me-
rupakan wujud komitmen 
jangka panjang perusahaan 
untuk tumbuh dan maju 
bersama pemerintah daerah 
dan masyarakat. 

“Lebih dari sekadar ban-
tuan fisik, hibah alat berat 
dan gerakan menanam po-

Waspada! 

Penipu Catut 
Nama Kapolres 
Parigi Moutong

NOMOR telepon melalui aplikasi WA penipu yang menga-
tasnamakan Kapolres Parigi Moutong. FOTO: TANGKAPAN LAYAR

SULTENG RAYA – Kepolisian Resor Polres 
Parigi Moutong mengimbau seluruh masyarakat 
untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap 
maraknya modus penipuan yang mengatasna-

ANGGOTA 
Komite BPH 
Migas, Erika 
Retnowati 
saat meninjau 
Stasiun 
Pengisian 
Bahan Bakar 
Umum (SPBU) 
Nelayan di 
Donggala. 
FOTO: DOK. 
PERTAMINA

SULTENG RAYA - Up-
aya menghadirkan keadilan 
energi dan pemerataan eko-
nomi hingga wilayah pesisir 
terus dijalankan Pemerintah. 
Di Kabupaten Donggala, Su-
lawesi Tengah, Badan Pen-
gatur Hilir Minyak dan Gas 
Bumi (BPH Migas) meninjau 
Stasiun Pengisian Bahan Ba-
kar Umum (SPBU) Nelayan 
yang memberi kemudahan 
bagi nelayan memperoleh 
Bahan Bakar Minyak (BBM) 

dan lokasi yang lebih dekat 
dari tempat tinggal.

SPBU Nelayan tersebut 
dikelola koperasi nelayan 
dengan dukungan kredit 
permodalan dari Pemerin-
tah melalui Kementerian 
Kelautan dan Perikanan. 
Anggota Komite BPH Mi-
gas, Erika Retnowati meny-
ampaikan keberadaan SPBU 
Nelayan membawa manfaat 
nyata bagi aktivitas melaut 
nelayan.

“Para nelayan sangat bers-
yukur dengan adanya SPBU 
Nelayan ini karena dapat 
membeli BBM dengan harga 
yang sesuai dengan harga 
yang sudah ditetapkan Pe-
merintah, contohnya solar. 
Tadi kami sempat berta-
nya pada pengelola dari 
SPBU Nelayan ini, biasanya 
nelayan membeli solar itu 
bervariatif sekitar Rp.3.000 
hingga  Rp. 4.000 / liter 
diatas harga Solar di SPBU 

yang peroleh dari pengecer 
sekitarnya. Dan dengan ada-
nya SPBU Nelayan ini, me-
reka bisa membeli langsung 
dengan harga Rp. 6.800 per 
liter,” terangnya, Minggu 
(21/12/2025).

Selain perbedaan harga 
yang cukup signifikan, nela-
yan juga terbantu dari sisi 
jarak tempuh. Sebelumnya, 
SPBU terdekat berjarak se-
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SULTENG RAYA- 
Wali Kota Palu diwakili 
Pelaksana Tugas (Plt.) 
Asisten Bidang Pereko-
nomian dan Pemban-
gunan Sekretariat Dae-
rah Kota Palu, Rahmad 
Mustafa, secara resmi 
membuka kegiatan 
penyampaian informasi 
Produk Haji serta Fasi-
litas Talangan Haji dari 
Bank Syariah Indonesia 
(BSI) bagi Aparatur Sipil 
Negara (ASN), pada 
Selasa (23/12/2025), ber-
tempat di Ruang Rapat 
Bantaya, Kantor Wali 
Kota Palu. 

Dalam kesempatan 
tersebut, Plt. Asisten 
Rahmad Mustafa mem-
bacakan sambutan tertu-
lis Wali Kota Palu yang 
menyampaikan bahwa 
ibadah haji merupakan 
rukun Islam kelima yang 
menjadi dambaan setiap 
umat Muslim. 

Namun demikian, 
pelaksanaannya mem-
butuhkan perencanaan 
yang matang, baik dari 
sisi kesiapan spiritual, 
kesehatan, maupun ke-
mampuan finansial.

“Oleh karena itu, 
kehadiran Bank Syariah 
Indonesia dengan berba-
gai produk layanan haji 
yang berbasis prinsip sy-
ariah, termasuk fasilitas 
talangan haji, merupa-
kan solusi yang sangat 
membantu, khususnya 
bagi ASN yang memiliki 
niat kuat untuk menu-
naikan ibadah haji lebih 
awal,” ujar Plt. Asisten.

Pemerintah Kota 
Palu, lanjut Plt. Asisten 
menyambut baik dan 
mengapresiasi langkah 
Bank Syariah Indonesia 
yang secara aktif mem-
berikan edukasi dan 
literasi keuangan syariah 
kepada ASN. 

Kegiatan ini dinilai 

tidak hanya memberikan 
informasi teknis terkait 
pendaftaran haji, tetapi 
juga mendorong buda-
ya perencanaan ibadah 
yang tertib, transparan, 
serta sesuai dengan 
ketentuan syariah dan 
regulasi yang berlaku.

Wali Kota Palu melal-
ui Plt. Asisten berharap, 
melalui kegiatan ini, 
para ASN dapat mem-
peroleh pemahaman 
yang utuh mengenai 
prosedur pendaftaran 
haji, manfaat produk 
haji BSI, serta skema 
pembiayaan yang aman, 
legal, dan bertanggung 
jawab. Dengan demi-
kian, niat suci untuk 
menunaikan ibadah haji 
dapat diwujudkan tanpa 
memberatkan, dengan 
tetap mengedepankan 
prinsip kehati-hatian 
serta kemampuan finan-
sial masing-masing.

Selain itu, ASN di-
harapkan tidak hanya 
profesional dalam 
menjalankan tugas 
pelayanan publik, tetapi 
juga mampu menjadi 
teladan dari sisi moral 
dan spiritual. 

Kesadaran untuk 
mempersiapkan ibadah 
haji sejak dini dinilai 
sebagai bentuk ikhtiar 
spiritual yang patut dia-
presiasi dan didukung 
bersama. Mengakhiri 
sambutan, Pemerintah 
Kota Palu menyampai-
kan terima kasih kepada 
Bank Syariah Indonesia 
atas sinergi dan kont-
ribusinya. Diharapkan 
kerja sama yang telah 
terjalin dapat terus di-
tingkatkan demi mem-
berikan manfaat yang 
luas, khususnya dalam 
meningkatkan kesejah-
teraan spiritual ASN dan 
masyarakat Kota Palu 
secara umum. ABS

Sejumlah program studi 
yang berhasil meraih Akre-
ditasi Unggul pada peng-
hujung tahun 2025 yakni 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-
struksi Jalan dan Jembatan, 
Program Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta Program 
Studi S2 Ilmu Pertanian Pa-
scasarjana. Capaian tersebut 
semakin memperkokoh po-
sisi Universitas Tadulako se-
bagai perguruan tinggi yang 
konsisten meningkatkan 
kualitas dan daya saing aka-
demik di tingkat nasional.

Dari Fakultas Teknik, 
Program Studi S1 Terapan 
Teknologi Rekayasa Kon-

struksi Jalan dan Jembatan 
resmi meraih Akreditasi 
Unggul pada 20 Desember 
2025. Dengan pencapaian 
tersebut, program studi ini 
menjadi program studi ke-
tiga di Fakultas Teknik yang 
memperoleh predikat Ung-
gul, setelah Program Studi S1 
Teknik Sipil pada tahun 2023 
dan Program Studi S2 Teknik 
Sipil pada tahun 2024.

Dekan Fakultas Teknik 
Universitas Tadulako, Ir. 
Andi Arham Adam, ST., 
M.Sc., Ph.D., menyampai-
kan bahwa capaian tersebut 
merupakan hasil dari kerja 
kolektif seluruh sivitas aka-
demika dengan dukungan 

ASN Dibekali Literasi 
Keuangan Syariah

FOTO: Gedung Rektorat Untad

Akhiri 2025, Sejumlah Prodi 
Untad Raih Akreditasi Unggul

SULTENG RAYA — Mengakhiri tahun 2025, 
Universitas Tadulako (Untad) mencatatkan 
capaian luar biasa dengan diraihnya status 
Akreditasi Unggul di sejumlah program stu-
di. Prestasi ini menjadi bukti nyata komitmen 
Rektor Universitas Tadulako, Prof. Dr. Ir. 
Amar ST., MT dalam mendorong penguatan 
mutu akademik, tata kelola perguruan tinggi, 
serta pelaksanaan Tridarma Perguruan Ting-
gi yang berkualitas dan berkelanjutan.

penuh pimpinan universitas.
“Capaian ini juga men-

jadikan Program Studi S1 
Terapan Teknologi Reka-
yasa Konstruksi Jalan dan 
Jembatan sebagai program 
studi S1 Terapan kedua di 
Universitas Tadulako yang 
terakreditasi Unggul, setelah 
Program Studi S1 Terapan 
Akuntansi Sektor Publik di 
Fakultas Ekonomi,” ujarnya, 
Selasa (23/12/2025).

Ia menambahkan, kebija-
kan strategis dan dukungan 
pimpinan menjadi faktor 
kunci keberhasilan tersebut. 
Ke depan, Fakultas Teknik 
menargetkan sejumlah pro-
gram studi lainnya dapat 
menyusul meraih Akreditasi 
Unggul pada tahun 2026 
sebagai bagian dari upa-
ya mempertahankan status 
Unggul Universitas Tadu-
lako.

Capaian Akreditasi Ung-
gul juga diraih oleh Program 
Studi S2 Kesehatan Masy-
arakat Fakultas Kesehatan 
Masyarakat (FKM) Uni-
versitas Tadulako, dengan 
masa berlaku lima tahun dari 
LAM-PTKes. Dekan FKM 
Untad, Prof. Dr. Rosmala 

Nur, S.K.M., M.Si., men-
jelaskan bahwa penataan 
kelembagaan menjadi salah 
satu langkah utama dalam 
proses akreditasi.

“Untuk memudahkan 
pengendalian dan penga-
wasan, Program Studi S2 
Kesehatan Masyarakat yang 
sebelumnya berada di bawah 
Pascasarjana kami tata kem-
bali ke bawah Fakultas Kese-
hatan Masyarakat,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, sela-
ma kurang lebih tiga bulan, 
dokumen akreditasi disusun 
secara intensif dengan meli-
batkan dosen-dosen muda, 
seluruh tenaga pengajar Pro-
gram Studi S2 Kesehatan 
Masyarakat, serta tenaga 
kependidikan. Dokumen ter-
sebut dikirimkan pada Ok-
tober 2025 dan dilanjutkan 
dengan asesmen lapangan 
pada 24–27 November 2025.

“Alhamdulillah, pada 20 
Desember 2025 diumumkan 
bahwa Program Studi S2 Ke-
sehatan Masyarakat berhasil 
meraih status Akreditasi 
Unggul,” tambahnya.

Prestasi serupa juga diraih 
oleh Program Studi Magister 
Ilmu Pertanian Pascasarja-

na Universitas Tadulako. 
Koordinator Program Studi 
Magister Ilmu Pertanian, Dr. 
Ir. Rostiati Daeng Rahmatu, 
M.P., menyampaikan bahwa 
persiapan akreditasi telah 
dilakukan sejak Juni 2024.

“Dokumen akreditasi kami 
ajukan pada Desember 2024, 
kemudian melalui tahapan 
penilaian hingga akhirnya 
pengumuman resmi Akre-
ditasi Unggul kami terima 
pada periode November 
sampai Desember 2025,” 
jelasnya.

Menanggapi capaian ter-
sebut, Rektor Universitas 
Tadulako, Prof. Dr. Ir. Amar 
ST., MT menyampaikan 
apresiasi dan rasa syukur 
atas dedikasi seluruh sivi-
tas akademika yang telah 
bekerja keras dalam proses 
akreditasi.

“Perolehan Akreditasi 
Unggul ini merupakan hasil 
kerja kolektif, mulai dari 
unsur pimpinan hingga tim 
pelaksana di tingkat program 
studi. Ini adalah buah dari 
komitmen bersama dalam 
memperkuat mutu dan tata 
kelola Universitas Tadula-
ko,” tegas Rektor.

Ia berharap capaian ter-
sebut tidak hanya dapat 
dipertahankan, tetapi juga 
terus ditingkatkan. Hingga 
Desember 2025, Universitas 
Tadulako telah memiliki 
31 program studi berstatus 
Akreditasi Unggul.

“Capaian ini kami harap-
kan dapat menjadi motivasi 
bagi program studi lainnya 
untuk meraih predikat se-
rupa. Ke depan, capaian 
Akreditasi Unggul juga kami 
arahkan menuju akreditasi 
internasional sebagai lang-
kah strategis dalam proses 
internasionalisasi dan pen-
guatan daya saing Univer-
sitas Tadulako di tingkat 
global,” urainya.*ENG

PENYERAHAN sertifi kat pemateri dari Master of Trainer BA Abdul Salam, S.Pd., M.Pd ke Rektor 
Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra, SE., MM disaksikan oleh Wakil Rektor II Unismuh Palu, Dr. 
Burhanuddin, SE., MM, Ketua LP2AIK Unismuh Palu, Dr. Fery, S.Sos., M.Si  dan Ketua Panitia Dr. 
Farid, SE., MM. FOTO: AMILUDDIN

LP2AIK Unismuh Palu Bekali Mahasiswa KKN Lewat BA

SULTENG RAYA-Lembaga Pembinaan 
Pengembangan Al-Islam Kemuhammadi-
yaan (LP2AIK) Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu kembali melakukan Baitul 
Arqam (BA), kali ini adalah BA angkatan ke 
III Tahun  akademik 2025/2026 diperuntukan 
bagi mahasiswa studi akhir yang akan men-
gikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di 
Masyarakat.

Baitul Arqam Mahasis-
wa ini mengangkat tema 
“Internalisasi Nilai Islam 
Berkemajuan Sebagai Bekal 
Pengabdian KKN Bagi Ma-
hasiswa Berkarakter Ung-
gul” itu dilaksanakan sela-
ma tiga hari, dibuka Selasa 
(23/2025) dan kembali akan 
dilanjutkan pada tanggal 25-
27 Desember 2025 di Aula 
Rektorat Unismuh Palu. 

Rektor Unismuh Palu, 
Prof. Dr. H. Rajindra, SE., 
MM saat membuka kegiatan 
itu menyampaikan BA kali 
ini berbeda dari sebelum-
nya, dimana BA mahasis-
wa biasanya diperuntukan 
bagi mahasiswa yang sudah 
menyelesaikan program 
KKN, namun kali ini di-
peruntukan bagi mereka 
yang akan turun mengikuti 
program KKN.

Dengan harapan, ada isi 
materi BA yang bisa maha-
siswa implementasikan di 
masyarakat. “Sebelumnya 
itu yang sudah KKN, namun 
setelah kita mencari pola 
baru, kini yang ikut BA 
Mahasiswa adalah bagi me-
reka yang akan turun KKN, 
agar ada yang bisa mereka 
implementasikan nanti di 
masyarakat setelah belajar 

dari BA,”jelas Prof Rajindra. 
Rektor berharap, maha-

siswa yang akan turun KKN 
ini betul-betul aktif selama 
kurang lebih satu bulan 
setengah di masyarakat, 
serta memiliki sikap dan 
prilaku mencerminkan diri 
sebagai mahasiswa dari 
Kampus Biru Unismuh Palu 
yang menjunjung tinggi eti-
ka dan moralitas.

Di sisi lain, Prof Rajindra 
juga mengingatkan selain 
mahasiswa peserta KKN 
yang aktif juga Dosen Pem-
bimbing Lapangan (DPL) 
harus pro aktif. “Olehnya 
saat penunjukan itu harus 
dimintai kesediaan untuk 
menjadi DPL dan siap aktif 
di lapangan.

 Agar tidak keluar dari 
tujuan KKN, DPL nya har-
us betul-betul orang pili-

han,”tegas Prof Rajindra.
Sementara itu,  Ketua 

LP2AIK Unismuh Palu, Dr. 
Fery, S.Sos., M.Si menyam-
paikan kepada peserta BA, 
bahwa selama mereka men-
gikuti program BA akan be-
lajar zikir dan pikir, untuk 
itu harus mengikhlaskan 
diri dan meluruskan niat 
untuk mengikuti program 
ini selama kurang lebih 
tiga hari. 

Salah satu yang akan me-
reka dapatkan nanti adalah 
pemahaman Wasathiyah 
yang artinya jalan tengah 
(moderat). 

“Bagi Muhammadiyah 
Wasathiyah bukan hanya 
jalan tengah atau moderat 
melainkan juga mencerah-
kan, sebagaimana tujuan 
organisasi ini didirikan oleh 
KH. Ahmad Dahlan,”se-

butnya.
Olehnya itu, peserta BA 

yang akan turun di masyara-
kat, diminta menjadi pence-
rah di tengah-tengah masy-
arakat, karena itulah tujuan 
dari Muhammadiyah didi-
rikan oleh Ahmad Dahlan. 
“Kader Muhammadiyah 
itu harus mempu menjadi 
lampu, menjadi penerang 
masyarakat, dan menjadi 
manusia terbaik yang mem-
beri manfaat atas kehadiran-
nya di desa,”sebutnya. 

Dr. Farid, SE., MM saat 
menyampaikan laporan, pe-
serta BA Mahasiswa kali ini 
sejumlah 63 orang, didomi-
nasi FKM 45 orang, menyu-
sul Fakultas Teknik 2 orang, 
Fakultas Hukum 2 orang, 
Fisip 2 orang, dan  Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis juga 2 
orang. ENG

FOTO bersama Rektor Unismuh Palu, Prof. Dr. H. Rajindra dengan peserta Baitul Arqam. FOTO: AMILUDDIN
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Tiga Kabupaten 
Berpotensi Hujan 

pada 9-11 September

Permohonan 
Izin dari Sektor
Kelautan Meningkat 

Penerbangan
Palu-Jakarta

Kembali Normal
Pertamina Sulawesi Blokir 

4.767 QR Code Subsidi 

DPC PKB Kota Palu Serahkan SK Kepengurusan kepada KPU

Baca HUJAN Hal. 7

Baca DPC PKB Hal. 7

PLN Percepat Pemulihan 
Pasokan Listrik di Sulteng
SULTENG RAYA  - PT PLN (Persero) Unit 

Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi 
Tengah, dan Gorontalo (UID Suluttenggo) 
mempercepat pemulihan pasokan listrik 

di wilayah kerja Unit Pelaksana Pelay-
anan Pelanggan (UP3) Palu.

HINGGA SEPTEMBER 2026

Baca PENERBANGAN Hal. 7

PEKERJA menyambungkan kabel di tiang pada pemeliharaan jaringan listrik di Palu, Sulawesi Tengah. 
FOTO: ANTARA/BASRI MARZUKI

dan penyesuaian beban lis-
trik secara hati-hati guna 
menjaga stabilitas sistem 
kelistrikan selama proses 
pemulihan berlangsung,” 
ucapnya.

Ia memastikan seluruh 
petugas di lapangan terus 
melakukan percepatan pe-
nanganan agar kondisi kelis-
trikan di wilayah UP3 Palu 
dan sekitarnya dapat segera 

kembali normal.
”Kami menyampaikan 

permohonan maaf yang 
sebesar-besarnya atas keti-
daknyamanan yang dialami 
oleh masyarakat dan pelang-
gan terdampak,” sebutnya.

Menurut dia, informasi 
mengenai wilayah terdam-
pak dan pembaruan kondisi 
sistem akan disampaikan 
secara berkala melalui salu-

ran komunikasi resmi PLN, 
WhatsApp Channel PLN, 
serta media sosial resmi 
PLN.

“Ke depan,  pelanggan 
d a p a t  m e n y a m p a i k a n 
pengaduan gangguan mau-
pun memperoleh layanan 
kelistrikan melalui aplikasi 
PLN Mobile atau menghu-
bungi Contact Center PLN 
123,” kata dia. ANT

SULTENG RAYA - Dinas Penanaman 
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(DPMPTSP) Provinsi Sulawesi Tengah men-
gungkap adanya lonjakan permohonan izin 
usaha dari sektor kelautan pada triwulan II 
2026 dibanding triwulan I 2026.

Kepala DPMPTSP Sulawesi Tengah Moh. 
Rifani Pakamundi di Palu, Senin, menyata-
kan kenaikan drastis permohonan 
perizinan berusaha hingga 
127 persen pada triwulan II 
2026 dibanding triwulan I 
2026 yang didorong oleh 
formalisasi nelayan di 
wilayah kepulauan.

Berdasarkan anali-
sis sistem  Online 
Single Submission 
Risk-Based Ap-
proach  (OSS-RBA), 
total permohonan 
izin selama Semes-
ter I 2026 mencapai 
53.364 permohonan. 

FORECASTER on Duty Stasiun Meteorologi Mutiara Palu, 
Riza Utami Rengga saat memperlihatkan prakiraan cuaca se-
lama tiga hari ke depan di Sulawesi Tengah, Selasa (8/9/2026). 
FOTO: ANTARA/MOH SALAM

SULTENG RAYA - Badan Meteorologi, Kli-
matologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan 
terdapat tiga wilayah di Sulawesi Tengah (Sulteng) 
berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga 
sedang pada 9-11 September, yakni Kabupaten 
Sigi, sebagian Kabupaten Donggala, dan sebagian 
Kabupaten Tolitoli.

Prakirawan Stasiun Meteorologi Mutiara Palu 
Riza Utami Rengga mengatakan secara umum wila-
yah Sulawesi Tengah masih berpotensi mengalami 
hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di be-
berapa daerah terbatas.

PERTAMINA Sulawesi bersama tim gabungan melakukan monitoring dan pengecekan penyaluran BBM 
Subsidi di SPBU Pettarani, Kota Makassar, Jumat (4/9/2026). FOTO: DOK. PERTAMINA 

SULTENG RAYA  - Per-
tamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi bersama 
tim gabungan melakukan 
monitoring dan pengecekan 
penyaluran B B M 
Subsidi di 
SPBU Pet-
tarani, Kota 
Makassar , 
Jumat (4/9). 
Kegiatan ini 
merupakan 
tindak lanjut 
h a s i l  r a p a t 
koordinasi lin-
tas sektoral Pe-

merintah 
P r o -
v i n -

si Sulawesi Selatan dalam 
rangka mengurai antrean 
di sejumlah SPBU sekaligus 
memastikan penyaluran 
BBM Subsidi berjalan sesuai 
ketentuan dan tepat sasaran. 
Tim gabungan yang terlibat 

dalam kegiatan 
tersebut 

terdiri dari Pertamina Patra 
Niaga Regional Sulawesi, 
Satpol PP, Polda Sulsel, dan 
Dinas ESDM. Pemantauan 
dilakukan secara langsung 
di area SPBU, termasuk 
pengecekan transaksi pem-
belian BBM Subsidi meng-
gunakan QR Code Subsidi 
Tepat.

PENUMPANG berjalan menuju pesawat di Bandara Internasi-
onal Mutiara Sis Al-Jufri Palu. FOTO: ANTARA/MOH RIDWAN

SULTENG RAYA - Otoritas Bandara Interna-
sional Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Sulawesi Tengah 
(Sulteng), kembali melayani rute penerbangan 
Palu-Jakarta setelah pihak Bandara Internasional 
Soekarno-Hatta (CGK) sempat menutup aktivitas 
akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Kra-
katau.

“Saat ini Penerbangan penerbangan dari Palu 
menuju Jakarta sudah beroperasi kembali,” kata 
Kepala Bandara Internasional Mutiara Sis Al-Jufri 
Palu Prasetyohadi di Palu, Selasa.

Ia menjalankan dampak abu vulkanik erupsi 
Anak Krakatau sempat mengganggu selama dua 

Baca PERTAMINA Hal. 7

DPC PKB Kota Palu menyerahkan salinan SK kepengurusan periode 2026-2031 kepada KPU Kota Palu, Selasa (8/9/2026). FOTO: YAMIN

SULTENG RAYA - De-
wan Pimpinan Cabang 
(DPC) Partai Kebangkitan 
Bangsa (PKB) Kota Palu 
menyerahkan salinan Su-
rat Keputusan (SK) kepen-
gurusan baru periode 2026-
2031 kepada Komisi Pemi-
lihan Umum (KPU) Kota 
Palu, Selasa (8/9/2026).

Rombongan DPC PKB 
Kota Palu dipimpin Ketua 
DPC, H. Nanang, didampin-
gi Sekretaris Ferry Novrian-
to, Bendahara Afidah, serta 
sejumlah jajaran pengurus 
lainnya.

Mereka diterima jajaran 
Komisioner KPU Kota Palu, 

yakni Ketua Idrus bersama 
Iskandar Lembah, Muha-
mad Musbah, Haris Lawisi, 
dan Alfaqih Muqaddam 
Alhabsyi.

Pertemuan berlangs-
ung dalam suasana santai. 
Dalam kesempatan tersebut, 
Ketua KPU Kota Palu, Idrus, 
mengingatkan partai politik 
agar mulai mempersiapkan 
kaderisasi, khususnya untuk 
memenuhi ketentuan mini-
mal 30 persen keterwakilan 
perempuan dalam daftar ba-
kal calon anggota legislatif.

M e n u r u t  I d r u s ,  p e -
menuhan keterwakilan pe-
rempuan merupakan salah 

satu hal yang harus diper-
siapkan sejak awal. Apabila 
ketentuan tersebut tidak 
terpenuhi, pencalonan di 
daerah pemilihan (dapil) 
terkait dapat dinyatakan 
tidak memenuhi syarat.

“Harus sudah ancang-an-
cang melakukan kaderisasi 
dari sekarang,” sarannya.

Sementara itu, Ketua Divi-
si Teknis dan Penyelengga-
raan KPU Kota Palu, Iskan-
dar Lembah, mengingatkan 
PKB untuk memastikan se-
luruh nama pengurus yang 
tercantum dalam SK telah 

Baca PERMOHONAN Hal. 7

General Manager PLN 
UID Suluttenggo Us-

man Bangun men-
gatakan kondisi 
pasokan listrik di 
sistem kelistrikan 
Suluttenggo, khu-
susnya wilayah 
UP3 Palu masih 
dalam tahap pe-
mulihan dan op-

timalisasi.
”PLN terus 

b e -

rupaya maksimal untuk 
menjaga keandalan sis-
tem dengan mempercepat 
penanganan teknis serta 
mengoptimalkan kinerja 
pembangkit dan jaringan 
transmisi pendukung agar 
pasokan daya listrik dapat 
kembali andal,” kata Usman 
di Palu, Selasa.

Ia mengemukakan hing-
ga saat ini pihaknya mela-
kukan penanganan gang-
guan, mengoptimalkan 
pola operasi pembangkit, 

serta menyiagakan per-
sonel teknis di sejum-

lah titik krusial secara 
nonstop.

Menurut dia, salah 
satu upaya mem-
percepat pemulihan 
pasokan listrik den-
gan tetap menjaga 
keseimbangan an-
tara pasokan dan 
kebutuhan listrik 
di tengah kondisi 
sistem yang masih 
menghadapi tan-
tangan operasional 
serta pengaruh di-
namika cuaca.

”Tentunya, PLN 
melakukan penataan Moh. Rifani Pakamundi
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SULTENG RAYA - PT PLN 
(Persero) Unit Pelaksana Pelayanan 
Pelanggan (UP3) Luwuk kembali 
menghadirkan kebahagiaan nyata 
bagi masyarakat kurang mampu 
melalui program Light Up The 
Dream (LUTD). Program penyam-
bungan listrik gratis yang bersum-
ber dari donasi pegawai insan PLN 
ini menjadi wujud 

kepedulian mendalam untuk 
menghadirkan harapan baru dan 
meningkatkan kualitas 

hidup penerima manfaat di Ka-
bupaten Banggai.

General Manager PLN Unit Induk 
Distribusi (UID) Sulawesi Utara, Su-
lawesi Tengah, dan Gorontalo (Sulut-
tenggo), Usman Bangun, menyam-
paikan gerakan Light Up The Dream 
merupakan bukti ketulusan insan 
PLN yang menyisihkan sebagian 
pendapatannya secara sukarela demi 
menghadirkan terang bagi masyara-
kat yang membutuhkan.

“Program Light Up The Dream 
bukan sekadar menyambungkan 
aliran listrik, melainkan menyala-
kan harapan dan membangun masa 
depan yang

lebih cerah. Ini adalah wujud 
rasa empati serta komitmen moral 
seluruh pegawai PLN untuk me-
mastikan keberadaan energi listrik 
dapat dirasakan manfaatnya oleh 

seluruh lapisan masyarakat, 
khususnya mereka yang kurang 
mampu,” ungkap Usman.

Usman menambahkan, hadirnya 
akses listrik yang aman dan andal 
diharapkan mampu memicu roda 
perekonomian lokal serta mening-
katkan kesejahteraan keluarga 
secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, tim 
PLN UP3 Luwuk memastikan se-

luruh proses penyambungan dan 
pemasangan instalasi listrik dila-
kukan sesuai standar keselamatan 
ketat (zero accident) agar listrik 
yang hadir aman, nyaman, dan 
langsung bermanfaat bagi aktivitas 
harian warga.

Manager PLN UP3 Luwuk, Rid-
wan Bogie Rismawan, menegaskan 
bahwa hadirnya listrik di rumah 
penerima manfaat membawa pe-
rubahan positif jangka panjang, 
terutama bagi pertumbuhan anak-
anak dan kenyamanan keluarga.

 “Melalui Light Up The Dream, 
kami ingin menghadirkan lebih 
dari sekadar penerangan. Semoga 
hadirnya listrik ini dapat men-
dukung pendidikan anak-anak 
belajar di malam hari serta menjadi 
penggerak kegiatan produktif kelu-
arga,” tutur Ridwan.

 Ungkapan rasa haru dan syukur 
mendalam disampaikan oleh pene-
rima manfaat, Martia. Ia mengaku 
kehadiran listrik secara mandiri di 
rumahnya telah mengubah suasana 
hidup keluarganya menjadi jauh 
lebih baik.

 “Saya sangat bersyukur dan 
berterima kasih kepada PLN atas 
bantuan listrik gratis ini. Sebelum 
ada listrik, aktivitas kami sangat 
terbatas saat malam tiba. Sekarang 
anak-anak bisa belajar dengan 
tenang dan kami bisa beraktivitas 
dengan nyaman,” ungkapnya. 

Melalui semangat “Wujudkan 
Mimpi, Nyalakan Harapan, Terangi 
Masa Depan”, PLN UID Sulutteng-
go bersama seluruh unit pelaksana 
seperti PLN UP3 Luwuk berko-
mitmen melanjutkan aksi sosial ini 
demi menghadirkan terang yang 
merata serta memberi nilai tambah 
bagi kehidupan masyarakat.*/HJ

PLN UP3 Luwuk “Terangi” 
Warga Kurang Mampu

PT.PLN Persero menyerahkan bantuan program Light Up The Dream, kepada 
warga di Luwuk, belum lama ini. FOTO :  DOK.PLN

SULTENG RAYA — Polres Sigi 
bersama tim gabungan bergerak 
cepat menangani kebakaran lahan 
perkebunan warga dan kawasan 
hutan pinus di lereng gunung Desa 
Balamoa hingga Dusun IV Tope-
sino, Desa Mantikole, Kecamatan 
Dolo Barat, Kabupaten Sigi, Senin 
(7/9/2026).

Kasihumas AKP Nuim Hayat, 
mengatakan personel Pamapta Pol-
res Sigi dan Polsek Dolo langsung 
dikerahkan ke lokasi. Kemudian 
bersama TNI, Damkar, BPBD, pe-
merintah kecamatan dan desa, serta 
masyarakat melakukan pemadaman 
dan penyekatan guna mencegah api 
meluas ke permukiman warga.

“Sekitar pukul 13.00 WITA, warga 
melihat titik api di lereng Desa Bala-
moa. Personel bersama tim gabun-
gan langsung bergerak, sementara 
Damkar melakukan pemadaman di 
area yang dapat dijangkau, sekitar 
300 meter dari permukiman warga,” 
ujar Nuim.

Sekira pukul 15.00 Wita, api di-
laporkan menjalar ke kawasan hutan 
pinus Dusun IV Topesino. Bhabin-
kamtibmas bersama masyarakat 
melakukan penyekatan dan pema-
daman secara manual.

Pukul 17.40 Wita, titik api masih 
terpantau di kawasan hutan pinus. 
Medan yang terjal dan curam mem-
buat lokasi sulit dijangkau untuk 
pemadaman langsung.

Personel gabungan masih bersiaga 
melakukan pemantauan, penye-
katan, dan pemadaman pada titik 
yang dapat dijangkau untuk mence-
gah api meluas.

Luas lahan terdampak diperkira-
kan sekitar 10 hektare, meliputi ka-
wasan hutan pinus dan perkebunan 
milik warga Desa Balamoa dan Desa 
Mantikole.

Petugas Berjibaku 
Padamkan Kebakaran 

Hutan Pinus 
di Dolo Barat

SALAH seorang personel Polres Sigi berupaya padamkan kebakaran lahan dan 
hutan pinus di Dolo Barat, Senin (7/9/2026). FOTO: HUMAS POLRES SIGI

Nuim menegaskan, personel 
Polri bersama aparat desa tetap 
melakukan pemantauan serta koor-
dinasi dengan masyarakat sebagai 
langkah antisipasi munculnya titik 
api baru.

“Pencegahan kebakaran adalah 
tanggung jawab kita bersama. Mari 
tetap waspada, jaga lingkungan, 
dan segera laporkan setiap titik api 
sebelum api membesar dan melu-
as,”imbau Kasihumas.AMR

SULTENG RAYA – Kasat 
Binmas Polres Tojo Una-Una 
(Touna) AKP Agus Habibie 
mengingatkan para pelajar 
SMK Informatika Kompu-
ter Ampana Kota untuk 
menaati aturan, menjaga 
etika dalam pergaulan, serta 
menjauhi berbagai perilaku 
yang dapat merugikan diri 
sendiri maupun orang lain.

Pesan tersebut disam-
paikan Agus saat menjadi 
Pembina Upacara Bendera 
di halaman SMK Informa-
tika Komputer Ampana 
Kota, Kelurahan Ampana, 
Kecamatan Ampana Kota, 
Senin (7/9/2026) pagi.

Dalam amanatnya, Agus  
menyampaikan pesan-pesan 
kamtibmas sekaligus men-
gajak para siswa dan siswi 
untuk senantiasa menaati 
peraturan yang berlaku, 
baik di lingkungan sekolah 
maupun tempat tinggal.

Ia juga menekankan pen-
tingnya menjaga adab, nor-
ma kesantunan, serta peri-
laku yang mencerminkan 
budi pekerti terpuji dalam 
kehidupan sehari-hari.

“Para pelajar harus mam-
pu menjaga sikap dan pe-
rilaku, baik di lingkungan 
sekolah maupun di tengah 
masyarakat. Hormati guru, 
sesama teman, serta patuhi 
aturan yang berlaku,” ujar 
Agus.

Selain itu, Kasat Binmas 
mengingatkan para pelajar 
agar menjauhi tindakan 
perundungan atau bullying 
yang masih kerap terjadi di 
kalangan remaja, baik dalam 
bentuk kekerasan fisik mau-
pun verbal.

Menurutnya, tindakan 
bullying dapat membe-
rikan dampak buruk ter-
hadap korban, termasuk 
menimbulkan rasa takut, 
kecemasan hingga depresi. 
Sementara bagi pelaku, tin-
dakan tersebut juga dapat 
berimplikasi pada proses 
hukum apabila memenuhi 
unsur tindak pidana.

“Jangan melakukan bul-
lying terhadap sesama te-
man. Saling menghargai 
dan membangun hubungan 
pertemanan yang positif 
jauh lebih penting daripada 

SULTENG RAYA – Satuan Polisi 
Perairan dan Udara (Satpolairud) 
Polres Tojo Una-Una (Touna) terus 
memperkuat kehadiran polisi di 
tengah masyarakat pesisir melalui 
program unggulan Kabaharkam Pol-
ri, Polisi Penolong. Kegiatan tersebut 
dilaksanakan personel Satpolairud 
Polres Touna di wilayah pesisir 
pantai Desa Uebone, Kecamatan 
Ampana Tete, Kabupaten Touna, 
Minggu (6/9/2026).

Kasat Polairud Polres Touna Iptu 
Kadek Agung Andiana Putra men-
gatakan, kegiatan Polisi Penolong 
merupakan bentuk kehadiran Polri 
dalam memberikan perlindungan, 
pengayoman dan pertolongan ke-
pada masyarakat, khususnya warga 
yang beraktivitas di wilayah pesisir 
dan perairan.

“Program Polisi Penolong ini 
merupakan upaya kami untuk me-
wujudkan kehadiran Polri yang me-
lindungi, mengayomi dan menolong 
masyarakat, sekaligus mempercepat 
respons terhadap kebutuhan warga 
di wilayah pesisir dan perairan,” 
ujar Agung.

Menurutnya, dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut personel tidak 
hanya menyambangi masyarakat, 
tetapi juga membantu aktivitas war-
ga, termasuk nelayan dan buruh 
pelabuhan yang membutuhkan 
bantuan saat menaikkan maupun 
menurunkan barang dari kapal.

Kehadiran personel  di  ten-
gah masyarakat pesisir tersebut 
mendapat sambutan positif. Warga 
menyampaikan apresiasi dan ucapan 
terima kasih atas kepedulian serta 
pelayanan yang diberikan personel 
kepolisian.

Selain memberikan bantuan, per-
sonel Satpolairud juga menyampai-
kan sejumlah imbauan kamtibmas 
kepada masyarakat, khususnya para 
nelayan. Agung mengimbau nela-
yan untuk bersama-sama menjaga 

KASAT Binmas Polres Tojo Una-Una (Touna) AKP Agus Habi-
bie berfoto bersama siswa SMK Informatika Komputer, Senin 
(7/9/2026). FOTO: IST

Siswa SMK informatika 
Komputer Diingatkan Jaga Etika

melakukan tindakan yang 
dapat menyakiti orang lain,” 
pesannya.

Agus juga mengingatkan 
para pelajar untuk tidak 
mudah terpengaruh atau 
terpapar paham ekstrem 
dan jaringan radikal. Para 
siswa juga diminta bijak 
dalam menggunakan te-
knologi dan media digital 
dengan menghindari akses 
terhadap konten porno-
grafi.

Ia menilai, penggunaan 
teknologi secara tidak bijak 
dapat memberikan dampak 
negatif terhadap perkem-
bangan serta masa depan 
para pelajar.

“Gunakan teknologi dan 
media sosial untuk hal-hal 
yang positif. Jangan mudah 
terpengaruh oleh konten 
maupun ajakan yang dapat 
merusak masa depan,” te-
gasnya.

Kegiatan tersebut dihadiri 
Kepala SMK Informatika 
Komputer Ampana Kota 
Asmita, S.Ag., para dewan 
guru, serta seluruh siswa 
dan siswi.

Kehadiran Kasat Binmas 
bersama personel Satbin-
mas mendapat sambutan 
baik dari pihak sekolah. 
Pihak sekolah menyambut 
positif penyampaian pesan 
kamtibmas tersebut sebagai 
bagian dari upaya bersama 
membangun kesadaran pe-
lajar terhadap pentingnya 
menjaga keamanan, keterti-
ban, dan perilaku positif di 
lingkungan sekolah mau-
pun masyarakat. AMR

PERSONEL Satpolairud Polda Sulteng, saat menyambangi warga Pesisir Desa Ue-
bone, Minggu (6/9/2026). FOTO: DOK.SATPOLAIRUD POLRES TOUNA

Nelayan Pesisir Uebone Diingatkan 
Tidak Terlibat Ilegal Fishing

keamanan dan ketertiban di lingkun-
gan tempat tinggal maupun wilayah 
pesisir. Nelayan juga diminta mem-
perhatikan kondisi cuaca sebelum 
memutuskan untuk melaut serta 
memastikan perlengkapan kesela-
matan tersedia dan dapat digunakan 
dengan baik.

“Kami mengingatkan para nelayan 
agar selalu memperhatikan kondisi 
cuaca sebelum turun melaut dan 
memastikan alat keselamatan dibawa 
serta digunakan sebagaimana mes-
tinya. Keselamatan harus menjadi 
perhatian utama saat beraktivitas di 
laut,”katanya.

Personel juga mengajak masya-
rakat menjaga kebersihan laut dan 
kawasan pesisir dengan tidak mem-
buang sampah sembarangan.

Selain itu, masyarakat diingatkan 
untuk tidak melakukan praktik 
penangkapan ikan secara ilegal dan 
merusak, seperti menggunakan 
bahan peledak, racun, maupun alat 
tangkap yang dapat mengganggu 
kelestarian ekosistem laut.

“Kami juga mengajak masyarakat 
bersama-sama menjaga kebersihan 
dan kelestarian laut. Jangan meng-
gunakan cara-cara penangkapan ikan 
yang merusak lingkungan karena 
dampaknya bukan hanya terhadap 
ekosistem, tetapi juga keberlangsun-

gan kehidupan masyarakat pesisir,” 
jelas Agung.

Dalam kesempatan tersebut, per-
sonel turut menyampaikan informasi 
layanan pengaduan kepolisian mel-
alui Call Center 110.

Masyarakat pesisir yang men-
galami gangguan kamtibmas atau 
membutuhkan pelayanan kepolisian 
namun terkendala datang langsung 
ke kantor polisi dapat menghubungi 
layanan tersebut.

Agung berharap intensitas ke-
hadiran personel Satpolairud di 
tengah masyarakat pesisir dapat 
memberikan rasa aman sekaligus 
memperkuat komunikasi antara 
polisi dan warga.

“Kami berharap kehadiran perso-
nel di wilayah pesisir dapat mem-
berikan rasa aman kepada masy-
arakat. Yang tidak kalah penting 
adalah terjalinnya komunikasi dan 
kemitraan yang baik antara Polri 
dengan masyarakat dalam menjaga 
situasi kamtibmas tetap kondusif,” 
pungkasnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan 
oleh personel Satpolairud Polres Tou-
na, yakni Aipda Ahmad Mulhakam 
dan Bripka Febio Frangky Sualang, 
dengan menyambangi warga masy-
arakat yang beraktivitas di wilayah 
pesisir pantai Desa Uebone. AMR
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M e n g u s u n g  k o n s e p 
ADV160 Mystery Explori-
de, kegiatan ini memadu-
kan touring dan eksplorasi 
lokasi penuh cerita dengan 
pengalaman berkenda-
ra menggunakan Honda 
ADV160, sekaligus mempe-
rerat kebersamaan antara 
Honda dan komunitas.

Perjalanan dilakukan 
dengan menelusuri berba-
gai karakter jalur menuju 

kawasan Wentira, mulai 
dari jalan beraspal hing-
ga medan yang lebih me-
nantang. Sesampainya di 
lokasi, komunitas diajak 
mengikuti rangkaian ek-
splorasi misteri bersama 
tokoh setempat, tantangan 
uji nyali, serta community 
gathering dan aktivitas 
outdoor. 

Keseruan perjalanan juga 
dilengkapi berbagai tan-

SEJUMLAH motor Honda ADV160 parkir di kawasan Wentira. FOTO: DOK HONDA SULTENG

Honda ADV160 Jelajah Dua Alam Ajak 
Komunitas Eksplorasi Misteri Wentira

SULTENG RAYA - Honda ADV160 kem-
bali menghadirkan pengalaman berkendara 
berbeda melalui aktivitas ADV160 Jelajah 2 
Alam di kawasan Wentira, Sulawesi Tengah.

SEJUMLAH komunitas Honda ADV160 saat berpose bersama di kawasan Wentira, Sulawesi Tengah. FOTO: DOK 
HONDA SULTENG

tangan yang memberikan 
kesempatan kepada peserta 
untuk merasakan karak-
ter Honda ADV160 secara 
langsung.

PIC Community Main 
Dealer Anugerah Perdana 
Honda Region Sulawesi 
Tengah, Onald, mengata-
kan kegiatan ini menjadi 
bagian dari upaya Honda 
menghadirkan pengalaman 
berkendara yang dekat 
dengan karakter komu-
nitas. 

“Melalui ADV160 Je-
lajah 2 Alam, kami ingin 
memberikan pengalaman 
yang tidak hanya seru, 
tetapi juga berkesan bagi 

komunitas. Satu gerbang, 
satu kesempatan, buktikan 
nyalimu, dan rasakan sen-
diri keseruan menjelajah 
bersama Honda ADV160,” 
ujarnya.

Melalui aktivitas berbasis 
komunitas seperti ADV160 
Jelajah 2 Alam, Honda te-
rus memperkuat Product 
Awareness sekaligus mem-
bangun kedekatan emo-
sional dengan konsumen. 
Honda ADV160 hadir seba-
gai skutik adventure yang 
siap menemani konsumen 
mengeksplorasi berbagai 
perjalanan dan mencip-
takan pengalaman baru 
bersama komunitas.*/YAN

SULTENG RAYA – BPJS 
Kesehatan terus mendorong 
peningkatan kualitas pela-
yanan kepada peserta JKN 
melalui Customer eXcel-
lence 126 (CX126), yang 
dirancang untuk mengukur 
implementasi customer ex-
cellence di 126 Kantor Ca-
bang BPJS Kesehatan. Selain 
itu, juga mengidentifikasi 
praktik terbaik yang dapat 
menjadi pembelajaran dan 
diterapkan secara lebih luas.

Direktur Utama BPJS Ke-
sehatan, Prihati Pujo Was-
kito, mengatakan bahwa 
perkembangan ekspektasi 
masyarakat terhadap pe-
layanan publik membuat 
pengalaman peserta men-
jadi bagian penting dalam 
membangun reputasi dan 
kepercayaan publik. 

Baginya di era keterbu-
kaan informasi, customer 
experience adalah pilar uta-
ma pembentuk reputasi dan 
kepercayaan publik, Jumat 
(4/9).

"Oleh karena itu, kita har-
us adaptif dalam memaha-
mi ekspektasi peserta serta 
tanggap memberikan solusi. 
Peserta tidak hanya membu-
tuhkan layanan yang dapat 
diakses, tetapi juga kepas-
tian informasi dan kualitas 
pelayanan yang konsisten, 
baik ketika berinteraksi mel-
alui Kantor Cabang maupun 
kanal layanan seperti Care 
Center 165, Mobile JKN, 
PANDAWA, dan kanal digi-
tal lainnya,” kata Pujo.

CX126 menjadi salah satu 
upaya BPJS Kesehatan un-
tuk membangun standar 
pelayanan yang berorien-
tasi pada prinsip Mudah, 
Cepat, Setara, dan Solutif. 
Menurut Pujo, CX126 tidak 
sekadar mencari Kantor 

Cabang dengan performa 
terbaik, tetapi juga melihat 
faktor yang membentuk 
keunggulan pelayanan agar 
dapat direplikasi di Kantor 
Cabang lainnya.

“Keberhasilan di satu 
Kantor Cabang harus men-
jadi inspirasi bagi Kantor 
Cabang lainnya. Best prac-
tice yang telah teruji har-
us kita replikasi, sehingga 
pelayanan terbaik menjadi 
standar kolektif kita bersa-
ma,” ujar Pujo.

Pujo menjelaskan, CX126 
menggunakan pendekatan 
penilaian yang komprehen-
sif melalui delapan pilar, 
yaitu Customer Experience, 
Operational Performance, 
Digital Maturity, Governan-
ce, Risk Management, Stake-
holder Engagement, People 
Excellence, dan Organiza-
tional Culture. Selain itu, 
penilaian juga melibatkan 
Voice of Customer untuk 
memastikan pengalaman 
peserta menjadi bagian dari 
pengukuran kualitas pela-
yanan.

Pada kesempatan yang 
sama, Ketua Dewan Pen-
gawas BPJS Kesehatan, 
Stevanus Adrianto Passat, 
menyatakan bahwa kua-
litas pelayanan merupa-
kan wujud nyata kehadiran 
Program JKN yang langs-
ung dirasakan oleh peserta. 
Menurutnya, kemudahan 
akses, kejelasan informa-
si, keamanan proses, ser-
ta kepastian solusi akan 
menentukan pengalaman 
peserta sekaligus memban-
gun kepercayaan terhadap 
Program JKN.

“Pelayanan unggul hanya 
dapat terwujud apabila se-
luruh unsur bergerak dalam 
satu arah, bekerja dengan 

standar yang sama, serta 
menempatkan kebutuhan 
peserta sebagai orientasi 
utama. CX126 perlu ditem-
patkan sebagai bagian dari 
proses pembelajaran dan 
perbaikan organisasi yang 
berkelanjutan,” tegas Ste-
vanus.

Hasil asesmen tidak ber-
henti pada pemberian peng-
hargaan, tetapi perlu diter-
jemahkan menjadi langkah 
perbaikan yang konkret, 
terukur, dan dapat dipantau 
keberlanjutannya. Stevanus 
mengatakan bahwa melal-
ui CX126, BPJS Kesehatan 
mendorong agar praktik 
pelayanan terbaik dapat 
direplikasi dan menjadi 
standar bersama di seluruh 
Kantor Cabang. 

"Dengan demikian, keber-
hasilan Program JKN tidak 
hanya dilihat dari capaian 
masing-masing Kantor Ca-
bang, tetapi dari kemampu-
an organisasi menghadirkan 
pengalaman pelayanan yang 
semakin konsisten bagi se-
luruh peserta JKN. Ukuran 
keberhasilan yang sesung-
guhnya adalah ketika setiap 
peserta JKN, di mana pun 
berada, merasakan layanan 
yang semakin mudah, cepat, 
setara, dan dapat diandal-
kan,” kata Stevanus.

Sementara itu, Direktur 
Kepesertaan BPJS Kese-
hatan, Akmal Budi Yulianto, 
menambahkan, keunggulan 
pelayanan tidak ditentukan 
oleh besar kecilnya Kantor 
Cabang, lokasi, maupun 
tingkat tantangan yang di-
hadapi. Keunggulan lahir 
ketika kepemimpinan, pro-
ses, teknologi, sumber daya 
manusia, dan budaya pela-
yanan bergerak dalam satu 
arah.*/HJ

PELUNCURAN peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta JKN melalui Customer eXcellence 
126 (CX126), yang dirancang untuk mengukur implementasi customer excellence di 126 Kantor Ca-
bang BPJS Kesehatan. FOTO: BPJS KESEHATAN

BPJS Kesehatan Bangun 
Standar Customer 

Excellence melalui CX126
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Vice President Corporate 
Communication PPN, Kitty 
Andhora, mengatakan pen-
gawasan dilakukan melalui 
pemeriksaan langsung di 
lapangan serta pemanfaatan 
sistem digital. Pertamina 
juga terus berkoordinasi 
dengan pemerintah daerah 

dan aparat penegak hukum 
untuk menindaklanjuti indi-
kasi pelanggaran.

“Pertamina Patra Niaga 
terus memperkuat penga-
wasan, baik melalui peme-
riksaan langsung di lapan-
gan maupun pemanfaat-
an sistem digital, untuk 

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) mengajukan permintaan pemblokiran terhadap sekitar 5.000 nomor 
polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian BBM Subsidi secara berulang di Sumatera 
Barat. FOTO: REP

Pertamina Ajukan Pemblokiran 5.000 
Nomor Polisi Terindikasi Borong BBM Subsidi

SULTENG RAYA - PT Pertamina Patra 
Niaga (PPN) mengajukan permintaan pem-
blokiran terhadap sekitar 5.000 nomor po-
lisi kendaraan yang terindikasi melakukan 
pembelian BBM Subsidi secara berulang di 
Sumatera Barat. Langkah ini menjadi bagian 
dari penguatan pengawasan untuk memas-
tikan penyaluran BBM Subsidi tepat sasaran 
kepada masyarakat yang berhak.

memastikan BBM Subsidi 
disalurkan sesuai ketentuan 
dan diterima oleh masyara-
kat yang berhak,” ujar Kitty 
dalam keterangan tertulis, 
Selasa (8/9/2026).

Pengajuan pemblokiran 
tersebut dilakukan sete-
lah PPN memantau pola 
transaksi pembelian BBM 
Subsidi. Selain pemblokiran 
sekitar 5.000 nomor po-
lisi, Pertamina juga telah 
mengajukan permintaan 
penghapusan data terhadap 
ribuan nomor polisi yang 
terindikasi melakukan pola 
pembelian tidak sesuai ke-
tentuan.

Pengawasan penyaluran 
BBM Subsidi turut dilaku-
kan melalui inspeksi menda-
dak (sidak) bersama Kepoli-

sian Daerah Sumatera Barat 
dan Pemerintah Provinsi 
Sumatera Barat ke sejumlah 
SPBU di Kota Padang. Tim 
memeriksa proses penyalu-
ran BBM Subsidi, kesesuaian 
transaksi, penggunaan QR 
Code, kondisi sarana dan 
prasarana, serta kepatuhan 
lembaga penyalur.

Dalam sidak tersebut, 
operasional dan pelayanan 
kepada masyarakat di SPBU 
yang diperiksa berjalan nor-
mal. Tim juga menemukan 
indikasi kendaraan dengan 
nomor polisi yang tidak 
sesuai saat melakukan pen-
gisian BBM Subsidi, namun 
SPBU tidak melakukan pen-
gisian terhadap kendaraan 
tersebut. 

Sales Area Retail Sumatera 
Barat juga telah memberikan 
31 sanksi berupa pembinaan 
dan pemberhentian paso-
kan sementara selama 2026 
kepada lembaga penyalur 
yang terbukti melakukan 
pelanggaran sesuai keten-
tuan. Penindakan tersebut 
dilakukan sebagai bagian 
dari upaya memastikan pen-
yaluran Jenis BBM Tertentu 
(JBT) dan Jenis BBM Khusus 
Penugasan (JBKP) berjalan 
sesuai aturan.

Pertamina Patra Niaga 
juga melakukan alih penge-
lolaan terhadap tiga SPBU di 
Sumatera Barat pada 2026. 
Langkah tersebut dilaku-
kan antara lain berdasarkan 
rekomendasi dari surat pem-

binaan yang telah diterbit-
kan, sehingga total SPBU 
yang telah dialihkelolakan 
di wilayah Sumatera Barat 
mencapai enam SPBU.

“Setiap temuan yang ter-
bukti merupakan pelangga-
ran akan kami tindaklanjuti 
sesuai mekanisme dan ke-
tentuan yang berlaku, mu-
lai dari pembinaan hingga 
pemberian sanksi. Kami 
tidak memberikan toleransi 
terhadap penyalahgunaan 
dalam penyaluran BBM 
Subsidi karena hal terse-
but dapat mengurangi hak 
masyarakat yang sehar-
usnya menerima manfaat,” 
tegas Kitty. Pertamina Patra 
Niaga terus mengembang-
kan pengawasan berbasis 

data dan digital melalui 
pemanfaatan QR Code serta 
pemantauan pola transaksi. 
Sistem tersebut digunakan 
untuk meningkatkan akura-
si dan transparansi penyalu-
ran sekaligus mendeteksi 
lebih dini indikasi pembeli-
an BBM Subsidi yang tidak 
sesuai ketentuan.

Pertamina mengimbau 
seluruh lembaga penyalur 
menjalankan operasional 
secara profesional, trans-
paran, dan bertanggung 
jawab. Masyarakat juga di-
minta melakukan pembelian 
BBM sesuai kebutuhan dan 
peruntukannya serta me-
laporkan indikasi penyalah-
gunaan melalui Pertamina 
Contact Center 135.RPB

SULTENG RAYA - Polda 
Riau menangani 45 perkara 
kebakaran hutan dan la-
han (karhutla) hingga Senin 
(7/9/2026), dengan 49 orang 
ditetapkan sebagai tersang-
ka. Luas area terbakar yang 
berkaitan dengan perkara 
tersebut mencapai 2.958,04 
hektare. Direktur Reser-
se Kriminal Khusus Polda 
Riau Kombes Ade Kuncoro 
Ridwan mengatakan, proses 
hukum terus berjalan bersa-
maan dengan pencegahan, 
pemadaman, dan penan-
ganan karhutla di berbagai 
wilayah Riau.

“Setiap kejadian Karhut-
la yang ditemukan ada-
nya indikasi tindak pidana 
akan kami dalami. Penyidik 
menelusuri sumber api, 
penyebab kebakaran hingga 
pihak yang bertanggung 
jawab. Jika ditemukan alat 
bukti yang cukup dan unsur 
pidananya terpenuhi, tentu 
akan kami proses sesuai ke-
tentuan hukum,” kata Ade 
dalam keterangannya, Senin 
(7/9/2026).

Berdasarkan data Dit-
reskrimsus Polda Riau, se-
banyak 26 perkara masih 
dalam proses penyidikan, 
dua perkara berstatus P19, 
dan 17 perkara telah sele-
sai tahap II atau dilimpah-
kan kepada jaksa penuntut 

umum (JPU).
Pelalawan, Indragiri Hilir, 

dan Bengkalis menjadi wila-
yah dengan jumlah perkara 
terbanyak, masing-masing 
delapan perkara. Pelalawan 
mencatat sembilan tersang-
ka dengan luas area terbakar 
2.502,6 hektare, sedangkan 
Bengkalis memiliki sembi-
lan tersangka dengan luas 
area terbakar 230,5 hektare.

Sementara Indragiri Hilir 
menangani delapan perkara 
dengan delapan tersangka 
dan luas area terbakar 22,5 
hektare.

Penanganan perkara juga 
tercatat di Siak dengan 
empat perkara dan lima 
tersangka. Dari jumlah ter-
sebut, tiga perkara masih 
dalam penyidikan dan satu 
perkara telah selesai tahap 
II, dengan luas area terbakar 
terkait perkara mencapai 
48,39 hektare.

Polres Kampar menanga-
ni empat perkara dengan 
empat tersangka. Rokan 
Hilir dan Indragiri Hulu ma-
sing-masing menangani tiga 
perkara dengan tiga tersang-
ka, sedangkan Kepulauan 
Meranti dan Pekanbaru 
masing-masing menangani 
dua perkara.

Dumai dan Rokan Hulu 
masing-masing mencatat 
satu perkara. Ditreskrimsus 

S U L T E N G  R A Y A  - 
Operasi pasar gabungan 
oleh Bea Cukai Meulaboh 
bersama Satuan Polisi Pa-
mong Praja dan Wilayatul 
Hisbah (Satpol PP dan WH) 
Kabupaten Aceh Selatan 
menindak 40.960 batang 
rokok ilegal. Penindakan 
dilakukan di sejumlah kios 
dan toko di wilayah Ka-
bupaten Aceh Selatan pada 
Kamis (3/9/2026).

Dalam operasi tersebut, 
petugas mengamankan se-
banyak 2.048 bungkus atau 
setara dengan 40.960 batang 
rokok ilegal. Rokok yang 
ditemukan terdiri atas be-
berapa merek, di antaranya 
Luffman, Manchester, dan 
Oris.

Pejabat Fungsional Bea 
Cukai Meulaboh, T Tamara 
Arif, mengatakan peninda-
kan dilakukan berdasarkan 
informasi dari masyarakat 
mengenai dugaan pereda-
ran rokok ilegal di wilayah 
Aceh Selatan. “Berdasarkan 
informasi masyarakat, kami 
bersama Satpol PP melaku-
kan operasi pasar di wilayah 
Kabupaten Aceh Selatan. 
Hasilnya, kami berhasil 
melakukan penindakan ter-
hadap rokok ilegal berbagai 
merek yang ditemukan di 
sejumlah toko dan kios,” 
ujar Tamara.

Berdasarkan keterangan 
sementara yang diperoleh 
petugas di lapangan, ro-
kok tersebut diduga berasal 
dari Medan. Namun, Bea 
Cukai masih melakukan 
pendalaman untuk memas-
tikan asal barang. “Hal itu 
masih perlu kami dalami 
dan koordinasikan dengan 
kantor Bea Cukai di daerah 
lain untuk memastikan asal 
barang, apakah berasal dari 
Sumatera Utara, Batam, atau 
daerah lainnya. Kami akan 
memastikan dan meneliti 
lebih lanjut,” jelasnya.

Seluruh rokok yang di-
amankan selanjutnya di-
bawa ke Kantor Bea Cukai 
Meulaboh untuk dilakukan 
penelitian dan proses lebih 
lanjut sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kepala Sat-
pol PP dan WH Kabupaten 

OPERASI pasar gabungan oleh Bea Cukai Meulaboh bersama 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP 
dan WH) Kabupaten Aceh Selatan menindak 40.960 batang ro-
kok ilegal. FOTO: BEA CUKAI

Periksa Kios dan Toko, 
Bea Cukai Sita 40 Ribu 

Batang Rokok Ilegal

Aceh Selatan, Erdiansyah, 
turut mengimbau masya-
rakat untuk tidak membeli 
maupun menjual rokok ile-
gal. Ia juga meminta para 
pedagang menolak apabila 
mendapatkan tawaran un-
tuk menjual rokok yang 
tidak memenuhi ketentuan 
cukai.

“Kami mengimbau masy-
arakat untuk tidak membeli 
rokok ilegal. Kepada para 

pedagang, apabila ada yang 
menawarkan untuk dijual, 
sebaiknya ditolak,” tegas 
Erdiansyah.

Sinergi antara Bea Cukai, 
Satpol PP dan WH, ser-
ta masyarakat diharapkan 
dapat terus diperkuat guna 
menciptakan lingkungan 
perdagangan yang tertib 
dan melindungi masyara-
kat dari peredaran barang 
ilegal.RPB

PETUGAS gabungan menyemprotkan air saat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kampar, Riau, Senin 
(24/8/2026). FOTO: ANT

49 Orang Jadi Tersangka Karhutla di Riau

Polda Riau juga menangani 
langsung satu perkara den-
gan dua tersangka.

Ade mengatakan, pene-
gakan hukum tidak hanya 
diukur dari jumlah perkara 
atau tersangka. Penyidik 
harus memastikan setiap 
kasus memiliki pembuktian 
yang kuat dan dapat diper-
tanggungjawabkan dalam 
proses hukum.

“Yang kami pastikan 
adalah setiap perkara di-
tangani secara profesio-
nal. Penyidik harus mampu 
membuktikan penyebab ke-
bakaran, perbuatan pelaku 
serta pertanggungjawaban 
hukumnya,” ujarnya.

Penegakan hukum ber-
jalan bersama upaya pen-
cegahan melalui patroli, 
deteksi dini, sosialisasi, 
dan penyampaian larangan 

membakar lahan kepada 
masyarakat di wilayah ra-
wan.

Polda Riau juga mengin-
gatkan masyarakat agar 
tidak membuka atau mem-
bersihkan lahan dengan 
cara membakar, terutama 
di kawasan gambut. Api 
dapat menjalar dan sulit 
dikendalikan sehingga ber-
potensi menimbulkan dam-
pak terhadap lingkungan, 
kesehatan, dan aktivitas 
masyarakat.

“Karena itu kami terus 
mengingatkan masyarakat 
untuk tidak membuka atau 
membersihkan lahan den-
gan cara membakar. Pence-
gahan menjadi yang utama, 
tetapi ketika ditemukan 
tindak pidana, penegakan 
hukum akan dilakukan seca-
ra tegas,” kata Ade. RPB
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M

Iip Rifai

Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).

INDONESIA adalah negeri yang ka-
rib dengan bencana. Posisi geografis 
di Cincin Api Pasifik serta dinamika 
iklim global menjadikan Ibu Pertiwi 

senantiasa diintai ancaman.
Banjir bandang, tanah longsor, gempa 

bumi, erupsi gunung api, kekeringan, hing-
ga kebakaran hutan dan lahan silih berganti 
menguji daya tahan bangsa. Kenyataan itu 
tidak perlu disesali, tetapi mesti dijawab 
dengan kesiapsiagaan untuk meminimalkan 
korban jiwa dan kerugian materiel.

Kerusakan dapat ditekan dan pemulihan 
dipercepat apabila mitigasi, kesiapsiagaan, 
kecepatan respons, dan rencana pemulihan 
dilakukan secara terukur, serius, serta ber-
sama-sama.

Bencana selalu membawa kehilangan. 
Rumah luluh lantak, jalan dan jembatan 
terputus, lahan pertanian rusak, bahkan 
nyawa yang tak mungkin dikembalikan. 
Karena itu, ketika bencana datang, yang 
dibutuhkan bukan perdebatan tentang siapa 
paling benar, apalagi saling menyalahkan. 
Saling tunjuk jari dan unjuk gigi tidak 
menyelesaikan persoalan. Yang diperlukan 
ialah kesediaan bergerak, bahu-membahu 
agar korban segera tertolong dan kehidupan 
kembali berjalan.

Sayangnya, penanganan bencana masih 
kerap diwarnai ego sektoral. Ketika warga 
berjuang menyelamatkan diri, energi justru 
terkuras untuk memperdebatkan siapa 
paling berwenang, paling dahulu datang, 
atau paling berhak mengeklaim panggung. 
Akibatnya, bantuan menumpuk karena 
koordinasi tersendat dan data korban sim-
pang siur. Padahal, bencana tidak pernah 
menunggu birokrasi selesai rapat.

Tak kalah memprihatinkan ialah adanya 
pihak yang menjadikan bencana sebagai 
komoditas sensasi, ajang panjat sosial, bah-
kan amunisi politik. Satu informasi palsu 
dapat mengacaukan distribusi bantuan dan 
memicu kepanikan.

Akal sehat pun harus menjadi pegangan. 
Bencana memiliki penjelasan ilmiah. Gempa 
berkaitan dengan dinamika geologi. Banjir 
dipicu fenomena cuaca dan dapat diperpa-
rah oleh kerusakan lingkungan serta tata 
ruang yang buruk. Tidak perlu menghu-
bungkan bencana dengan ketidakselarasan 
mikrokosmos dan makrokosmos ataupun 
azab. Menghormati iman dan adat istiadat 
bukan berarti menumpulkan akal sehat.

Yang dibutuhkan ialah kesadaran untuk 
bahu-membahu. Gotong royong bukan se-
kadar slogan, melainkan strategi bertahan 
hidup yang rasional sekaligus mencermin-
kan keindonesiaan.

Pemerintah sebagai nakhoda harus ha-
dir bukan hanya ketika tanggap darurat, 
melainkan sejak sebelum bencana melalui 
mitigasi, sistem peringatan dini, edukasi, 
dan kesiapan infrastruktur. Relawan, 
organisasi keagamaan, dunia usaha, dan 
perguruan tinggi harus menjadi kekuatan 
gotong royong tersebut.

Masyarakat pun dapat berperan tanpa da-
tang ke lokasi. Mulailah dari hal sederhana, 
seperti menjaga jari-jemari. Jangan menye-
barkan informasi yang belum terverifikasi 
demi ketenaran di media sosial.

Ketika alam menguji, hadapilah dengan 
ilmu pengetahuan, kesiapsiagaan, dan go-
tong royong.*Media Indonesia
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tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M

Tri Indah Sakinah

sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

tigasi mendalam ini diminta 
langsung oleh Jokowi sebagai 
kepala negara.

Beliau memerintahkan pi-
hak berwenang untuk segera 
melakukan investigasi agar 
cepat ditemukan penyebabnya 
dan siapa, nanti, yang akan 
bertanggung jawab. Sebuah 
tantangan yang tak mudah 
dijalankan oleh pihak atau tim 
terkait yang akan melakukan 
investigasi ini. Di tangan me-
rekalah presentasi kesalahan 
pihak-pihak yang harus ber-
tanggung jawab tersebut akan 
terpaparkan dengan terang 
benderang.

Investigasi yang dilaku-
kan harus benar-benar dalam 
rangka memperoleh data dan 
fakta mengenai apa saja pe-
raturan dan prosedur yang 
telah dilanggar oleh pihak 
mana saja dengan sejumlah 
penyebabnya. Publik berharap 
data yang diperoleh dari in-
vestigasi tersebut merupakan 
data obyektif yang kemudian 
bisa dijadikan “pelajaran” bagi 
suporter lain agar di kemudian 
hari insiden menyedihkan dan 
menyakitkan ini tak terulang.

Tak lain, semua usaha mak-
simal dan tindakan yang dila-
kukan oleh pihak berwenang 
agar pihak korban mendapat-
kan perlakuan yang adil dari 
sebuah tragedi yang disebab-
kan “human error”.

Satu hal penting yang harus 
diingat adalah satu nyawa 
yang hilang dari raga sese-
orang tak dibenarkan lepas 
sia-sia, terlebih nyawa ratusan 
orang yang sedang menikmati 
pertandingan klub sepak bola 
kesayangannya. Sejatinya ada 
jaminan berupa hak perlin-
dungan yang harus ditunaikan 
oleh negara, salah satunya. 
Doa terbaik dari kami un-
tuk para korban tragedi Kan-
juruhan! ***(Sumber:Geotimes).

Penulis adalah Penulis Buku 
"Persoalan Kita Belum Sele-
sai, 2021"| Alumnus : ICAS 
Paramadina University,

IAPA yang harus bertang-
gung jawab terhadap tragedi 
Kanjuruhan yang mengakibat-
kan 130 lebih suppoter Arema 
FC meninggal dunia? Proses 

penyelidikan dan penyidikan tengah 
berlangsung. Harapannya tentu mereka 
yang secara langsung atau tidak langs-
ung memiliki andil terjadinya perisitwa 
tersebut harus diungkap dan dan dijatuhi 
sanksi setimpal. Secara kasat mata, harus 
diakui penggunaan gas air mata merupa-
kan kecerobohan yang berakibat fatal. Itu 
menjadi pangkal terjadinya bencana. 

Pendekatan ini bukannya mampu me-
redam dinamika massa di lapangan, tapi 
justru membuat suasana makin runyam. 
Apalagi gas air mata ditembakkan ke 
arah tribun, tempat supporter -di mana di 
sana terdapat banyak penonton termasuk 
kalangan ibu-ibu, dan anak-anak- yang 
tengah duduk manis. 

Bisa dibayangkan bagaimana akibat-
nya. Dampak gas air mata yang membuat 
mata perih dan sesak nafas memaksa para 
penonton berhamburan mencari jalan 
keluar, hingga terjadilah penumpukkan di 
gate 13. 

Lokasi ini lah yang kemudian menjadi 
titik paling kritis sehingga ratusan orang 
meninggal. FIFA sebenarnya sudah secara 
tegas melarang penggunaan gas air mata 
selain senjata api untuk pengamanan 
pertandingan sepak bola. Pertanyaannya, 
mengapa polisi tetap menggunakan gas 
air mata? Apakah karena tidak tahu, luput 
koordinasi, miss komunikasi, atau faktor 
lainnya. Sangat disayangkan Polri tidak 
belajar dari bencana yang terjadi di Lima, 
Peru kala pertandingan timnas negara 
tersebut versus Argentina di Estadio Naci-
onal pada 1964 yang menewaskan 328 
orang dan melukai lebih dari 500 orang 
lain setelah polisi menembakkan gas air 
mata. Pelajaran sama juga terjadi di Ohe-
ne Djan Sports Stadium, Ghana pada 2001 
yang menewaskan 126 orang. 

Pangkalnya juga sama, penggunaan gas 
air mata. Namun harus diakui, tragedi 
Kanjuruhan sejatinya merupakan puncak 
gunung es dari carut-marut dunia sepak 
bola tanah air. Persoalan terjadi bertum-
puk, sistemik, dan berkesinambungan 
tanpa pernah pernah ada evaluasi, apalagi 
solusi. Apa saja?

Di antaranya mulai dari perilaku supor-
ter sepak bola Tanah Air belum dewasa, 
panita pelaksana yang hanya memikirkan 
menjual tiket sebanyak-banyaknya, indus-
tri yang menjadi stakeholder seperti me-
dia televisi yang hanya fokus pada rating, 
hingga stadion yang tidak standar dan 
aman untuk penonton. Tak berhenti di 
situ, masalah juga disumbangkan pemer-
intah daerah atau elit lokal yang maunya 
hanya memanfaatkan sepak bola untuk 
meraup popularitas tanpa mendukung 
ketersediaan fasilitas yang memadai. 

Di luar itu, klub bola juga berpikiran 
pragmatis mengejar keuntungan dan 
kemenangan, ditambah PT Liga Indone-
sia Baru (LIB) yang kapitalistik, hingga 
federasi sepak bola PSSI yang secara fak-
tual abai memitigasi risiko pertandingan 
dan cenderung asyik berpolitik. Sekali 
lagi siapa di antara mereka yang paling 
bersalah, pro-kontra tentu tak hindarkan 
karena masing-masing pihak merasa 
benar. Karena itu, serahkan saja kepada 
Tim Gabungan Independen Pencari Fakta 
(TGIPF), Komnas HAM, Mabes Polri dan 
pihak lain terkait. Percayakan pada pakar 
dan professional yang dipimpin Men-
kopolkam Mahfud MD untuk mengum-
pulkan dan mengurai puzzle fakta yang 
berserakan, hingga ditemukan pihak yang 
harus dimintai pertanggungjawaban. 

Sebagai penggemar sepak bola, lebih 
baik berposisi menyuarakan perubahan 
dunia sepak bola tanah air secara kompre-
hensif. Adalah tepat apa yang disampai-
kan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat 
meninjau langsung tempat tragedi di Sta-
dion Kanjuruhan. Dalam pandanganya, 
perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan 
tata kelola sepak bola di Tanah Air, di 
antaranya meliputi manajemen pertandin-
gan, manajemen penonton, manajemen 
waktu, manajemen pengamanan, hingga 
kelayakan stadion. Bahkan Jokowi tak 
sungkan telah meminta bantuan Presiden 
FIFA Gianni Infantino untuk membantu 
perbaikan. 

Tragedi Kanjuruhan harus menjadi 
momentum memulai perubahan. Terlalu 
mahal jatuhnya ratusan jiwa penggemar 
bola Tanah Air hanya menjadi duka ne-
stapa saja dan selanjutnya sebatas dimuat 
dalam catatan sejarah, tanpa diambil 
hikmah dan pelajaran darinya. Karena itu, 
semua pihak harus membuka diri untuk 
bersama-sama melakukan perbaikan dan 
perubahan secara fundamental demi keja-
yaaan sepak bola Tanah Air.

Momen ini juga tepat seiring dengan 
perkembangan timnas kelompok umur 
hingga senior yang kian membanggakan 
sejak diasuh Shin Tae-yong. Siapapun ber-
harap mereka bisa mengukir prestasi di 
level Asia bahkan dunia.***(Sumber:SindoNews.)
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sama sekali bukan disebab-
kan adu jotos antarpemain 
kedua klub yang bertanding, 
tapi karena kekecewaan salah 
satu suporter di mana klub 
kesayangannya mengalami 
kekalahan (2-3) kemudian 
merangsek ke lapangan sete-
lah selesai pertandingan. Me-
reka mengejar pemain lawan 
dengan satu tujuan “terten-
tu” sembari mengabaikan 
imbauan pihak keamanan. 
Situasi dan kondisi menjadi 
“chaos”. Terjadilah insiden 
berdarah yang memilukan 
sekaligus memalukan. Siapa 
yang salah dalam insiden di 
atas? Apakah pihak polisi atau 
suporter Arema yang mecip-
takan kegaduhan dan keona-
ran terlebih dahulu sehingga 
memancing pihak kepolisian 
untuk menyemprotkan gas 
air mata kepada mereka, atau 
ada faktor-faktor lain di luar 
itu yang menyebabkan insiden 
naas itu terjadi.

Terlepas dari siapa yang 
salah, harus ada investigasi 
mendalam soal itu sampai 
ke akarnya hingga akhirnya 
ditemukan pihak yang harus 
bertanggung jawab. Inves-

yaitu pertarungan antargla-
diator di masa Kekaisaran 
Romawi.

Gladiator merupakan pe-
tarung bersenjata yang me-
lakukan pertarungan dalam 
rangka menghibur. Tak seperti 
informasi yang selama ini kita 
dapatkan, salah satu gladiator 
harus berakhir dengan ke-
matian. Sebenarnya inti dari 
pertandingan gladiator adalah 
hiburan, sama sekali bukan 
kematian.

M e n u r u t  p e n e l i t i a n 
mutakhir yang dilakukan ter-
hadap makam para gladiator, 
arsip pertandingan, dan ca-
tatan para pengurus diketahui 
bahwa pertarungan gladiator 
tidak selalu berakhir dengan 
kematian. Rasio keselamatan 
para aktornya bisa mencapai 
90%. Ditambah dengan data 
lain bahwa dalam pertan-
dingan tersebut dihadirkan 
seorang wasit sebagai pelerai 
yang bisa menghentikan atau 
melanjutkan sebuah pertan-
dingan. Ada pula aturan yang 
ketat sebagai pedoman per-
tandingan.

Menilik insiden kemati-
an di Stadion Kanjuruhan, 

MENYIKAPI kemenangan atau kekalahan klub 
sepak bola kesayangan tentu harus proporsional, 
terukur, wajar, dan rasional. Euforia kemenan-
gan sebaiknya dirayakan dalam rangka meluap-
kan emosi dan energi kegembiraan karena hasil 
yang telah diperoleh klub atau orang yang didu-
kungnya  sesuai dengan harapan. Pun, saat klub 
kesayangan mendapati kekalahan. Luapan emosi 
dan kekecewaan tak harus merugikan suporter 
lawan, terlebih mengintimidasi pemain lawan.

ELIHAT tra-
gedi berdarah 
yang dialami 
l e b i h  d a r i 
seratus lima 

puluh orang suporter Arema 
FC dan dua orang polisi yang 
menjaga pertandingan sepak 
bola liga 1 antara Arema FC 
dan Persebaya adalah sebuah 
tontonan yang mengerikan, 
meyedihkan, dan memalukan. 
Sejumlah nyawa manusia 

“lenyap” tak bermakna karena 
insiden di Stadion Kanjuruhan, 
Malang (1/10/22)

Alasan apa pun penyebab 
insiden di atas tak bisa diteri-
ma oleh akal sehat. Sejatinya 
pertandingan sebuah olahra-
ga menciptakan kesenangan 
(baca: hiburan) bagi para pen-
ontonnya, terlebih bagi para 
penggemarnya. Termasuk 
tontonan olahraga yang meng-
hibur rakyat pada era klasik, 

M
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Momentum Menata 
Sepakbola Tanah Air

Menilik Konsep Fundamental Hukum Pidana
untuk lebih lanjut.

PERTANGGUNGJAWABAN 
PIDANA (CRIMINAL RES-
PONSIBILITY)

Ada asas umum yang paling 
terkenal terkait pertanggung-
jawaban pidana yakni Geen 
Straft Zonder Schuld yang ar-
tinya  tiada suatu pidana tanpa 
adanya kesalahan. Elemen per-
tama dari kesalahan adalah ke-
mampuan bertanggung jawab. 
Untuk adanya pertanggungja-
waban pidana diperlukan sya-
rat bahwa si pembuat mampu 
bertanggungjawab.

Dikatakan seseorang dapat 
mempertanggungjawabkan 
perbuatannya apabila jika ji-
wanya sehat yakni, ia mampu 
mengetahui dan menyadari 
bahwasanya perbuatannya itu 
bertentangan dengan hukum 
dan ia dapat menentukan ke-
hendak sesuai dengan kesada-
ran tersebut.

PEMIDANAAN

Pembahasan pokok yang 
terakhir terkait trias hukum 
pidana adalah pemidanaan. 
pemidanaan ini dapat diartikan 
merupakan sanksi dan anca-
man pidana yang dijatuhkan 
dengan sengaja oleh negara 
tidak terlepas dari tipe dan ka-
rakter perbuatan pidana yang 
telah dilakukan oleh pelaku 
melalui proses peradilan pi-
dana. Jenis pidana tercantum 
dalam pasal 10 KUHP yang 
isinya mengenai ketentuan 
aturan pidana pokok dan tam-
bahan. Pidana pokok meliputi 
pidana mati, pidana penjara, 
pidana kurungan, pidanaden-
da, pidana tutupan. Sedangkan 
pidana tambahan meliputi 
pencabutan hak-hak tertentu, 
perampasan barang-barang 
tertentu, dan pengumuman 
putusan hakim.***(Sumber:Media 
Indonesia).

Penulis adalah Mahasiswi 
Ilmu Hukum Universitas Ne-
geri Semarang

SETIAP interaksi yang dilakukan oleh manusia 
senantiasa didasari oleh aturan adat atau norma 
yang berlaku di masyarakat. Aturan ini didasar-
kan pada kontrak sosial dalam suatu sistem 
masyarakat yang kemudian disebut sebagai 
hukum. Hukum menjadi bagian yang tidak terpi-
sahkan dalam kehidupan manusia.

E S K I P U N 
hukum sulit 
didefinisikan 
karena sifat-
nya yang ab-

strak.  Menarik kesimpulan 
dari berbagai pendapat ahli 
bahwasanya hukum merupa-
kan serangkaian peraturan 
yang dibuat oleh penguasa 
yang bersifat mengikat atau 
memaksa baik secara tertulis 
maupun tidak tertulis yang 
bertujuan untuk membatasi 
tingkah laku manusia dan 
untuk menciptakan ketertiban, 
apabila dilanggar maka orang 
yang melanggar tersebut akan 
dikenakan sanksi.

HUKUM PIDANA

Perlu dipahami lebih awal 
pada dasarnya hukum pidana 
adlaah hukum publik, tidak 
seperti hukum perdata yang 
merupakan hukum privat. 
Hukum publik merupakan hu-
kum yang mengatur interaksi 
antara individu dan negara 
yang mengatur kepentingan 
umum atau kepentingan masy-
arakat.

Pengertian hukum pidana 
baik secara materiil maupun 
formiil telah didefinisikan 
menurut Prof. Eddy Hiariej 
dalam buku “prinsip-prin-
sip Hukum Pidana” yang 
menyatakan bahwa, hukum pi-
dana merupakan suatu aturan 
hukum dari suatu negara yang 
berdaulat, berisi perbuatan 

yang dilarang atau perbuatan 
yang diperintahkan, disertai 
dengan sanksi pidana bagi 
yang melanggar  atau yang 
tidak mematuhi, kapan dan 
dalam hal apa sanksi pidana 
itu dijatuhkan dan bagaimana 
pelaksanaan pidana tersebut 
pemberlakuannya dipaksakan 
oleh negara.

Maka dapat disimpulkan 
bahwa yang membedakan 
antara hukum pidana dan 
bidang hukum lainnya yakni 
terletak pada adanya sanksi 
pidana yang keberlakuannya 
dipaksakan oleh negara. 

JENIS HUKUM PIDANA

Menurut Prof. Sudarto dalam 
bukunya yang berjudul Hu-
kum Pidana I (hal 12) Hukum 
pidana dibagi menjadi hukum 
pidana Materiil dan hukum 
pidana Formil. Pada Hukum 
pidana Materiil memuat atu-
ran-aturan yang menetapkan 
dan merumuskan perbuatan 
yang dapat dipidana atau sya-
rat-syarat untuk dapat menja-
tuhkan pidana dan ketentuan 
mengenai pidana, dalam hal 
ini KUHP merupakan hukum 
pidana materiil.

Sedangkan hukum pidana 
formil mengatur bagaima-
nacara-cara melaksanakan 
dan mempertahankan hukum 
materiil. Dalam hal ini negara 
dengan alat perlengkapannya 
melaksanakan haknya untuk 
mengenakan pidana, Bahasa 

M
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sederhananya adalah hukum 
pidana formil merupakan 
hukum acara pidana yang 
melaksanakan hukum pidana 
materiil (KUHP) dan proses 
beracara dalam sistem peradi-
lan pidana.

MASALAH POKOK

Mempelajari hukum pidana 
tentunya tidak akan terlepas 
dari tiga masalah pokok hu-
kum pidana atau trias hukum 
pidana, yaitu perbuatan pida-
na  / tindak pidana (criminal 
act) , pertanggung jawaban 
pidana atau kesalahan (crimi-
nal responsibility), dan pemi-
danaan (punishment). Untuk 
memudahkan mempelajari 
materi hukum pidana lanjutan 
maka hal dasar ini patut dipa-
hami secara menyeluruh.

P E R B U A T A N  P I D A N A 
ATAU TINDAK PIDANA 
(CRIMINAL ACT)

Secara singkat Prof . Moeljat-
no memberi defi nisi perbuatan 
pidana merupakan perbuatan 
yang dilarang dan diancam 
dengan pidana, barangsiapa 
melanggar larangan tersebut. 
Hal-hal penting dalam mem-
pelajari perbuatan pidana atau 
tindak pidana adalah tidak 
terlepas untuk membahas is-
tilah “delik” Pengertian Delik 
menurut KBBI adalah per-
buatan yang dapat dikenakkan 
hukuman, karena merupakan 
pelanggaran terhadap un-
dang-undang tindak pidana. 
Sehingga ketika membahas 
terkait unsur-unsur dan je-
nis-jenis delik maka kita sama 
halnya kita membahas menge-
nai unsur-unsur perbuatan pi-
dana dan jenis-jenis perbuatan 
pidana. berikut Jenis-Jenis de-
lik yang sangat penting untuk 
diingat dan dipahami adalah

KEJAHATAN DAN PE-
LANGGARAN

KUHP kita memuat dua jenis 
delik ini, dalam buku ke II me-

muat tentang kejahatan (Mala 
In Se) dan buku ke III memuat 
tentang pelanggaran (Mala 
Prohibta). Perbedaan antara 
kejahatan dan pelanggaran 
terletak pada akibat yang di-
timbulkan, dalam kejahatan 
akibat yang ditimbulkan ini 
lebih berbahaya daripada 
pelanggaran, ancaman sanksi 
pidana yang dijatuhkan untuk 
kejahatan lebih berat daripada 
pelanggaran

DELIK FORMIL DAN DE-
LIK MATERIIL

Delik formil merupakan 
delik yang menitikberatkan 
pada perbuatannya atau tin-
dakannya. Seperti dalam pasal 
362 KUHP tentang pencurian. 
Sedangkan delik materiil lebih 
menitik beratkan pada akibat 
yang ditimbulkan seperti pa-
sal 338 KUHP tentang pem-
bunuhan.

DELIK COMMISIONIS 
DAN OMMISIONIS

Delik commisionis merupa-
kan perbuatan yang dilarang 
dalam undang-undang, sr-
tinya ia berbuat sesuatu yang 
dilarang dan delik ommisionis 
yaitu tidak melakukan per-
buatan yang diwajibkan atau 
diharuskan dalam undang-un-
dang seperti pasal 224 KUHP.

DELIK BIASA DAN DELIK 
ADUAN

Delik biasa (gewone delic) 
yaitu untuk melakukan pro-
ses hukum terhadap perkara 
tidak perlu adanya pengaduan 
dalam kata lain, apabila ter-
jadi tindak pidana tidak bisa 
dihentikan prosesnya dari 
persetujuan korban atau pihak 
yang dirugikan dengan alasan 
yang bisa dimaklumi seperti 
dalam delik aduan. contoh 
delik biasa adalah pembu-
nuhan,pencurian,penipuan. 
Sedangkan delik aduan mem-
butuhkan pengaduan untuk 
memproses perkara tesebut 

Menilik Insiden Kematian di Lapangan

HARUS tegas dikatakan masa 
depan demokrasi di negeri ini, 
kini berada di pundak para 
hakim Mahkamah Konstitusi 

(MK). Pasalnya, merekalah yang kini akan 
memutuskan perkara gugatan judicial 
review Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang 
No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, 
yang sidangnya kini masih berproses, 
apakah akan mempertahankan sistem pro-
porsional terbuka atau kembali ke bentuk 
tertutup seperti tuntutan para penggugat. 
Perkara ini jelas merupakan ujian bagi 
ketangguhan lembaga itu sebagai penjaga 
pilar konstitusi, sekaligus penjaga tegaknya 
demokrasi. 

Alasannya, yang menjadi objek gugatan 
kali ini ialah Undang-Undang Pemilu. 
Seperti kita ketahui, pemilu merupakan 
salah satu tolok ukur terdepan dari kualitas 
demokrasi. Alasan lainnya, sistem pemilu 
proporsional terbuka, poin yang kini ten-
gah digugat di MK, adalah sistem yang 
memuliakan daulat rakyat, subjek utama 
demokrasi. Dengan sistem proporsional 
terbuka yang memuat tanda gambar parpol 
dan nama-nama calon anggota legislatif 
pada surat suara, rakyat dapat menelusuri 
rekam jejak calon wakilnya, tidak seperti 
membeli kucing dalam karung. 

Ini sesuai dengan spirit demokrasi yang 
menjunjung asas partisipasi dan keterbu-
kaan. MK dengan pertimbangan hukum 
melalui Putusan Nomor 22-24/PUU-
VI/2008 pun telah memperkuat penerapan 
sistem proporsional terbuka. Mahkamah 
menyatakan bahwa Pasal 22E ayat (1) UUD 
1945 mengamanatkan agar penyeleng-
garaan pemilu lebih berkualitas dengan 
partisipasi rakyat yang seluas-luasnya atas 
prinsip demokrasi langsung, umum, bebas, 
rahasia, jujur, dan adil. Hal tersebut menjadi 
landasan utama dalam penyelenggaraan 
pemilu. Sistem itu pun telah dilaksanakan 
pada Pemilu 2009, 2014, dan 2019. Para ha-
kim yang menyidangkan perkara gugatan 
ini tentu harus mempertimbangkan hal 
tersebut. 

Mereka pun harus ingat bahwa MK ti-
dak bisa mengabaikan putusan terdahulu 
sebagai yurisprudensi yang telah diterima 
perihal norma yang diuji. Artinya, apa yang 
diperkarakan hari ini berkorelasi dengan 
perkara untuk norma yang sama di masa 
lalu. Bila konsisten dengan pendirian itu, 
para hakim MK semestinya menolak gu-
gatan atas sistem tersebut. Mereka pun tentu 
mafhum bahwa DPR sebagai pembuat UU 
memiliki kewenangan legislasi membentuk 
UU Pemilu yang baru. Artinya, parlemen 
dapat menempuh langkah legislative re-
view, yakni mengamendemen UU Pemilu 
hasil judicial review seandainya dikabulkan 
MK. 

Hal tersebut amat mungkin dilakukan 
mengingat mayoritas fraksi di DPR sebe-
lumnya sudah menyatakan tegas menolak 
sistem pemilu kembali menjadi tertutup, ke-
cuali Fraksi PDI Perjuangan. Jika DPR pada 
akhirnya menggunakan wewenang menem-
puh jalan tersebut, hal itu tentunya akan 
menjadi tamparan keras bagi MK. Jadi, kini 
tergantung para hakim yang menyidangkan 
perkara tersebut, mau menjaga muruah 
MK sebagai lembaga pengawal demokrasi 
atau menjadi pengkhianat demokrasi dan 
mencoreng citra institusi?***(Sumber:Media 
Indonesia).

Proporsional Terbuka dan Kemandirian MK 
jembatan aspirasi rakyat. Jika 
demikian persoalannya, ba-
gaimana mengatasi masalah 
pelembagaan parpol jika sis-
tem proporsional terbuka 
tetap dipertahankan? Pada 
dasarnya, penguatan peran 
parpol dalam sistem pro-
porsional terbuka tetap bisa 
dilakukan sepanjang parpol 
punya niat untuk melaku-
kannya. Sebab, dalam sistem 
proporsional terbuka, otoritas 
penentuan calon anggota 
legislatif sepenuhnya ada di 
tangan partai. 

Dalam rangka memperkuat 
peran parpol, seharusnya 
proses pendidikan politik, 
penguatan kelembagaan par-
tai, dan proses pencalonan 
anggota legislatif dilakukan 
secara baik oleh tiap-tiap 
parpol. Dalam proses penca-
lonan, semua parpol sama-sa-
ma berkomitmen untuk ha-
nya mengajukan calon-calon 
yang memang merupakan 
kadernya, paham dengan per-
juangan partainya, dan dapat 
diandalkan untuk menyerap 
aspirasi rakyat. Parpol juga 
sama-sama menahan diri un-
tuk tidak mengajukan orang 
yang belum pernah dikader 
di dalam partai serta hanya 
mengandalkan uang dan po-
pularitas semata. 

Jika langkah tersebut di-
laksanakan, siapa yang dapat 
menyangkal bahwa propor-
sional terbuka juga mam-
pu menopang pelembagaan 
parpol itu sendiri, bahkan 
dengan hasil yang bisa lebih 
baik? Sayangnya, parpol cen-
derung bersikap pragmatis 
dengan merekrut calon secara 
serampangan, dengan hanya 
melihat popularitas dan ke-
mampuan finansial semata. 
Akhirnya, ketika terpilih, 
mereka tidak memiliki keseti-
aan kepada parpol sehingga 
dianggap menjadi masalah 
dalam pelembagaan parpol.

Proporsional terbuka sebagai 
pilihan 

Sistem proporsional terbu-
ka untuk perttama kali diatur 
dan digunakan pada Pemilu 
2004. Pada waktu itu, sistem 
proporsional terbuka diterap-
kan dengan varian penetapan 
calon terpilih berdasarkan 
perolehan suara sesuai pero-
lehan angka bilangan pemba-
gi pemilih (BPP). Varian ini 
mengalami sedikit modifikasi 
melalui UU No 10/2008, yang 
mengatur bahwa penentuan 
calon terpilih dilakukan ber-
dasarkan perolehan suara 30% 
angka BPP. 

Belum sempat diterapkan 
untuk Pemilu 2009, varian 
penentuan calon terpilih ini 
pun bergeser ke langgam 
penentuan calon terpilih ber-
dasarkan suara terbanyak 
sesuai Putusan MK No 22-24/
PUU-VI/2008. Dalam putusan 
tersebut, MK menegaskan 
bahwa dengan memilih sistem 

proporsional terbuka, maka 
cara penentuan calon terpi-
lih yang dinilai lebih sejalan 
dengan prinsip prosedural 
demokrasi ialah dengan men-
dasarkannya pada perolehan 
suara terbanyak. 

Dari proses lahir, berjalan, 
dan dilaksanakannya sis-
tem proporsional terbuka 
dapat dipahami bahwa posisi 
MK terkait sistem ini lebih 
pada peran memperkuat dan 
mempertegas pilihan sistem 
proporsional terbuka yang 
telah lebih dahulu dipilih 
oleh pembentuk undang-un-
dang. Artinya, pilihan sistem 
proporsional terbuka dan 
tertutup sejak dari awal telah 
ditentukan oleh pembentuk 
undang-undang. Hal mana, 
pilihan terhadap sistem itu, 
salah satunya disebabkan 
pengalaman pahit penerapan 
sistem proporsional tertutup 
selama pemilu-pemilu Orde 
Baru. 

Secara konstitusional, pi-
lihan sistem proporsional 
terbuka pada dasarnya tidak 
bersoal dengan keberadaan 
Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, 
yang menyatakan bahwa 
peserta pemilu untuk memi-
lih anggota DPR dan DPRD 
adalah partai politik. Sebab, 
proporsional terbuka sama 
sekali tidak menegasikan 
peran parpol sebagai peserta 
pemilu, di mana otoritas kepe-
sertaan tetap berada di tangan 
parpol. Alih-alih menegasikan 
peran parpol, proporsional 
terbuka justru menjadi sarana 
untuk menjaga keseimbangan 
antara parpol sebagai peserta 
pemilu dan rakyat sebagai 
pemegang kedaulatan. Sistem 
proporsional terbuka juga 
dapat digunakan oleh rakyat 
untuk mengimbangi praktik 
oligarki parpol yang sulit 
diruntuhkan. 

Tanpa menutup mata atas 
sisi lemah sistem proporsio-
nal terbuka, perkembangan 
kehidupan parpol yang ada 
saat ini menuntut kita untuk 
tetap mempertahankan pro-
porsional terbuka. Memilih 
untuk menggantinya dengan 
proporsional tertutup bu-
kanlah tindakan yang tepat, 
bahkan bisa destruktif bagi 
demokrasi. 

Jika berniat mengganti sis-
tem, tidak ada pilihan pa-
ling bijak selain pembentuk 
undang-undang melakukan 
pengkajian secara kompre-
hensif terhadap segala aspek 
mengenai sistem yang akan 
diterapkan. Adapun pro-
ses pengujian yang sedang 
berlangsung di MK, dengan 
waktu yang tergolong pen-
dek, tidak akan cukup untuk 
mempertimbangkan segala 
aspek berkenaan dan keru-
mitan dari tiap-tiap sistem 
tersebut.

Kemandirian MK sebagai kunci 
MK dengan segala peran 

konstitusionalnya telah ikut 
andil dalam memperkuat 
keberadaan sistem proporsi-
onal terbuka. Bahkan dalam 
putusan terdahulu, MK me-
negaskan bahwa proporsional 
terbuka merupakan sistem 
yang lebih dekat dengan ke-
rangka demokrasi konstitusi-
onal yang terkandung di UUD 
1945. Dalam perkembangan 
ketatanegaraan di bidang 
kepemiluan belum terdapat 
alasan konstitusional kuat 
yang dapat digunakan MK 
untuk mengubah pendiri-
annya. 

Oleh karena itu, konsistensi 
sikap MK terhadap proporsi-
onal terbuka, dalam menilai 
permintaan untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
sangat diperlukan. Bahkan, 
andaipun melihat sisi lemah 
yang teramat banyak pada 
sistem proporsional terbuka, 
MK perlu menahan diri untuk 
tidak mengubah sistem ini se-
cara mudah. Akan lebih bijak 
jika MK sebatas memberikan 
panduan tertentu bagi pem-
bentuk undang-undang untuk 
menentukan pilihan sistem 
yang dinilai lebih sesuai, atau 
tidak bertentangan dengan 
prinsip kedaulatan rakyat. 

Untuk selanjutnya, biar 
pembentuk undang-undang 
yang menentukan pilihan sis-
tem setelah mempertimbang-
kan segala aspek berkenaan 
dengan alternatif yang akan 
diambil. Selanjutnya, karena 
dorongan perubahan sistem 
ini juga mengandung kepen-
tingan politik parpol, konsis-
tensi MK hanya mungkin dij-
aga dengan menjauhkan diri 
dari segala bentuk intervensi. 
Bukan mustahil kekuatan po-
litik yang menginginkan pro-
porsional tertutup menekan 
para hakim konstitusi untuk 
mengamini keinginannya. 

Ketika hakim konstitusi 
menundukkan diri pada in-
tervensi tersebut, MK akan 
terjebak pada pilihan kepu-
tusan yang sangat mungkin 
digunakan untuk melegiti-
masi oligarki politik parpol. 
Beberapa masalah sekitar MK 
yang terjadi akhir-akhir ini 
sudah cukup jadi pengingat 
bagi para negarawan untuk 
kembali menegakkan kepa-
la dengan mengutamakan 
kepentingan masa depan de-
mokrasi negara ketimbang ke-
pentingan kelompok politik.

Karena dorongan peruba-
han sistem ini juga mengan-
dung kepentingan politik 
parpol, konsistensi MK hanya 
mungkin dijaga dengan men-
jauhkan diri dari segala ben-
tuk intervensi. Bukan mus-
tahil kekuatan politik yang 
menginginkan proporsional 
tertutup menekan para hakim 
konstitusi untuk mengamini 
keinginannya.*** Penulis: Do-
sen Departemen HTN, Fakultas 
Hukum, Universitas Andalas 
(Sumber:Media Indonesia).

Gugatan terhadap sistem 
itu didasari alasan bahwa ia 
telah mendistorsi peran partai 
politik sebagai peserta pemilu, 
menyebabkan terjadinya per-
saingan yang tidak sehat, dan 
berkontribusi atas maraknya 
politik uang. Permohonan ini 
pun mendapatkan tanggapan 
luas, termasuk oleh Ketua 
KPU, partai politik, dan masy-
arakat sipil. 

Seluruh fraksi di DPR 
menolak untuk kembali ke 
sistem proporsional tertutup, 
kecuali PDIP yang setuju un-
tuk mengganti proporsional 
terbuka menjadi proporsional 
tertutup. Adapun kelompok 
masyarakat sipil juga mendu-
kung agar sistem proporsional 
terbuka dipertahankan. Di 
lain pihak, para ahli terbelah 
pendapatnya, antara yang 
setuju dan tidak setuju dengan 
usulan pergantian sistem ini.

Kuat-lemah sistem proporsional 
J i k a  a d a  a h l i  p e m i l u 

menyatakan bahwa sistem 
proporsional terbuka tidak 
memiliki cacat, dapat dipas-
tikan pendapat itu salah. Se-
baliknya, jika ada pihak yang 
menyatakan sistem proporsi-
onal tertutup sebagai sistem 
yang baik dan tidak memiliki 
borok, juga bisa dipastikan 
bahwa itu keliru. Proporsio-
nal terbuka dan proporsional 
tertutup merupakan dua va-
rian sistem proporsional yang 
sama-sama memiliki cacat 
bawaan, alias tidak sempurna. 

Cacat yang sama bisa jadi 
dimiliki bersama oleh sis-
tem proporsional terbuka 
dan proporsional tertutup, 
bahkan semua sistem pe-
milu. Misalnya, persaingan 
tidak sehat atau politik uang 
dalam pemilu. Masalah ini 
mungkin saja terjadi dalam 
sistem pemilu mana pun, mau 
sistem distrik, proporsional 
terbuka, tertutup, ataupun 
sistem campuran. Jika hari ini 
sistem proporsional terbuka 
dipersoalkan karena marak-
nya praktik politik uang, 
siapa yang menjamin bahwa 
proporsional tertutup bebas 
politik uang? 

Bukankah sistem propor-
sional tertutup juga bisa di-
hinggapi persaingan yang 
tidak sehat dan politik uang? 
Bukankah pengalaman di 

masa lalu sudah cukup jadi 
pembelajaran bagi kita yang 
hidup di zaman ini? Oleh ka-
rena itu, praktik curang dalam 
penyelenggaraan pemilu ti-
dak dapat dijadikan dasar 
untuk mengarahkan tudingan 
pada dosa proporsional terbu-
ka. Praktik curang dan politik 
uang itu lebih karena memang 
sikap dan perilaku peserta 
pemilu Indonesia yang tak 
kunjung berhasil diperbaiki. 
Partai politik sebagai peme-
gang peran sentral belum 
secara serius melaksanakan 
perannya untuk melakukan 
pendidikan politik, dan me-
mastikan para anggotanya 
tidak berlaku curang dalam 
pemilu. 

Pada saat yang sama, upaya 
penegakan hukum terhadap 
pelaku praktik curang dan po-
litik uang juga belum berjalan 
optimal karena berbagai hal. 
Termasuk lemahnya aturan 
yang dapat digunakan un-
tuk menjerat pelaku politik 
uang. Selanjutnya, terkait 
pelembagaan partai politik, 
sistem proporsional tertutup 
memang bisa dinilai lebih 
unggul daripada proporsional 
terbuka. Sebab, dalam sistem 
proporsional tertutup, peran 
partai politik dalam men-
entukan calon terpilih jauh 
lebih kuat sehingga jaminan 
kepatuhan dan kesetiaan ang-
gota legislatif terpilih kepada 
partai pengusung akan jauh 
lebih besar. 

Kondisi demikian membu-
ka ruang lebih banyak bagi 
parpol dalam melembagakan 
agenda-agenda politiknya, 
jika dibandingkan dengan 
kalau calon terpilih ditetapkan 
berdasarkan suara terbanyak 
sesuai kerangka proporsional 
terbuka. Hanya saja, Indo-
nesia bukan tidak berpenga-
laman dengan proporsional 
tertutup. Pemilu 1955 dan pe-
milu-pemilu masa Orde Baru 
dilaksanakan menggunakan 
sistem proporsional tertutup. 

Sejarah pemilu membuk-
tikan bahwa proporsional 
tertutup justru menghadir-
kan wakil-wakil rakyat yang 
sepenuhnya dikendalikan 
elite parpol dengan kontestasi 
yang juga jauh dari kata sehat. 
Anggota legislatif tidak lebih 
dari sekadar penyambung 
lidah partai, bukan sebagai 

OLEH : KHAIRUL FAHMI 

AKHIR 2022 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) 
menerima permohonan pengujian terhadap se-
jumlah norma Undang-Undang Pemilu terkait 
sistem proporsional terbuka yang diadopsi di 
dalamnya. Setelah diterapkan dalam empat kali 
pemilu dengan dua varian berbeda, sistem ini 
sekarang dipersoalkan konstitusionalitasnya. 
MK diminta untuk menyatakan norma terkait 
proporsional terbuka itu bertentangan dengan 
UUD 1945. 

Jangan 
Khianati 

Demokrasi

ADAPUN penya-
kit kanker dise-
babkan oleh per-
tumbuhan sel-sel 

abnormal yang berlebihan se-
hingga menyebar dan merusak 
sel-sel tubuh yang normal. 
Akibatnya hingga kematian 
penyintasnya. Beberapa fak-
tor risiko penyebab kanker 
diantaranya faktor genetik, 

lingkungan, virus, makanan 
dan gaya hidup. Faktor genetik 
dapat dilihat bila dalam satu 
atau beberapa orang dalam 
satu keluarga yang berkera-
bat menderita kanker maka 
kemungkinan anak-anaknya 
berisiko lebih tinggi untuk 
terpapar kanker. 

Faktor lingkungan, salah 
satunya pengaruh polusi atau 

HARI Kanker Sedunia diperingati setiap 4 
Februari dan pada tahun ini mengangkat tema 
‘Close the Cure Gap’ yang bertujuan memi-
nimalkan kesenjangan perawatan dan mene-
kankan kesetaraan layanan medis pada pasien 
kanker. Saat ini kita diingatkan kembali akan 
bahaya penyakit kanker yang seakan terlupa-
kan selama pandemi covid-19. 

asap rokok yang dapat menja-
di pemicu timbulnya kanker 
paru. Paparan sinar ultravi-
olet dalam jumlah besar dan 
waktu yang lama juga dapat 
memicu timbulnya kanker 
pada seseorang. Beberapa jenis 
virus juga dapat menyebabkan 
kanker, seperti virus Papiloma, 
Sitomegalo, Hepatitis B, Ep-
stein dan HIV. 

Asupan makanan yang men-
gandung bahan kimia dapat 
menyebabkan kanker pada 
saluran cernwa. Perilaku yang 
tidak sehat seperti merokok, 
minum alkohol dan makanan 
yang mengandung banyak 
bahan pengawet juga dapat 
menambah kemungkinan tim-
bulnya kanker. Berdasarkan 
data 2010, kanker payudara 
merupakan jenis kanker ter-
banyak, mencapai 40,3% dari 
seluruh populasi dunia dan 
pada tahun yang sama jum-

OLEH : Dr dr THERESIA MONICA RAHARDJO SpAn 

Waspadai Penyakit Kanker yang Terus Ada 
lah pasien rawat inap karena 
kanker payudara di Indonesia 
mencapai 28,7%. Disusul kan-
ker mulut rahim, kanker paru 
dan kanker usus besar. 

Penyebaran kanker bisa 
melalui aliran darah dan ke-
lenjar getah bening. Saat sta-
dium awal kanker payudara, 
misalnya, umumnya diawali 
dengan adanya benjolan yang 
bisa digerakkan di daerah 
payudara. Pada stadium le-
bih lanjut benjolan tersebut 
membesar dan terfiksasi tidak 
bisa digerakkan. Disusul per-
mukaan payudara menjadi 
seperti kulit jeruk serta pada 
stadium akhir ditandai dengan 
keluarnya cairan atau darah 
dari puting susu. 

Pada 2020, jumlah kasus 
baru kanker payudara men-
capai 68.858 kasus atau sekitar 
16,6% dari total 396.914 kasus 
baru kanker di Indonesia, 

dengan jumlah kematian men-
capai 22.000. Dari kasus yang 
terdeteksi, 70% sudah dalam 
stadium lanjut. Tingginya ang-
ka kanker payudara di Indone-
sia tentunya menjadi perhatian 
khusus pemerintah melalui 
3 pilar Strategi Nasional Pe-
nanggulangan Kanker Payu-
dara Indonesia. Tiga pilar itu 
meliputi promosi kesehatan, 
deteksi dini, dan tatalaksana 
kasus. Strategi ini tentunya 
juga dapat diterapkan untuk 
jenis kanker yang lain. 

Program tersebut memiliki 
target deteksi dini kanker 
payudara sebesar 80% pe-
rempuan berusia 30-50 tahun, 
diagnosis 40% kasus stadium 
1 dan 2, serta 90 hari pengo-
batan. *** Penulis: Dokter Spesi-
alis dan Konsultan Anestesiologi, 
Inisiator Terapi Plasma Konvale-
sen di Indonesia (Sumber:Media 
Indonesia).
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Hilirisasi Jadi Jalan Indonesia Mengubah 
Kekayaan Alam Menjadi Kekuatan Ekonomi

HILIRISASI bukan lagi sekadar istilah ekono-
mi dalam dokumen pembangunan. Di tengah 
persaingan global, kebijakan ini menjadi jalan 
bagi Indonesia untuk mengubah kekayaan alam 
yang selama ini diekspor sebagai bahan mentah 
menjadi kekuatan ekonomi bernilai tambah. 
Arah tersebut semakin relevan ketika pemerin-
tah berupaya memperkuat industri dan memas-
tikan kekayaan alam memberikan manfaat lebih 
besar kepada rakyat.

INDONESIA memiliki 
modal besar berupa 
mineral, energi, perke-
bunan, kelautan, dan 

komoditas strategis. Namun, 
kekayaan alam tidak otomatis 
menjadikan negara makmur. 
Nilai ekonomi dapat berpin-
dah ke negara lain apabila 
bahan mentah hanya dijual 
tanpa pengolahan. Karena 
itu, hilirisasi menjadi pilihan 
strategis untuk mengubah 
struktur ekonomi menuju 
industri yang menghasilkan 
produk bernilai tambah dan 
berdaya saing.

Presiden Prabowo Subianto 
menempatkan hilirisasi seba-
gai salah satu kunci kebangki-
tan dan kemakmuran bangsa. 
Dalam pandangannya, Indo-
nesia harus memiliki kebera-
nian untuk menguasai dan 
mengolah sumber daya yang 
dimilikinya sendiri. Kekayaan 
alam akan sulit membawa 
kemakmuran apabila bangsa 
hanya menjadi pemasok ba-
han mentah, sementara nilai 
tambah terbesar dinikmati 
negara lain.

OLEH : CATUR RONGGO*)

Bahlil juga mengingatkan 
bahwa kekayaan sumber daya 
harus dikelola secara adil. 
Hilirisasi tidak hanya boleh 
menguntungkan investor 
atau pemerintah, tetapi harus 
membuka ruang bagi pen-
gusaha lokal dan memberikan 
manfaat nyata kepada masya-
rakat. Pertumbuhan ekonomi 
yang dihasilkan perlu diara-
hkan menjadi pertumbuhan 
berkualitas, merata, dan men-
ciptakan kesempatan kerja di 
berbagai daerah.

Pengalaman hilirisasi nikel 
menjadi gambaran peruba-
han nilai tambah yang ingin 
diperluas pemerintah. Setelah 
kebijakan penghentian ekspor 
bijih nikel, Indonesia semakin 
mendorong pengembangan 
produk turunan di dalam 
negeri. Pelajaran utamanya 
jelas: ketika sumber daya 
diproses lebih lanjut di Indo-
nesia, peluang memperoleh 
nilai ekonomi, memperkuat 
industri, dan membangun 
ekosistem produksi menjadi 
semakin besar.

Tantangan berikutnya 
adalah memastikan hilirisasi 
tidak berhenti pada pengola-
han tahap awal. Indonesia 
harus terus bergerak menuju 
produk dengan kandungan 
teknologi dan nilai tambah 
lebih tinggi. Di sinilah in-
vestasi, riset, inovasi, dan 
pengembangan sumber daya 
manusia menjadi bagian pen-
ting dari strategi pemerintah 
bagi industri nasional.

Menteri Investasi dan Hili-
risasi/Kepala BKPM Rosan P. 
Roeslani menekankan bahwa 
investasi dan hilirisasi harus 
membangun ekosistem indus-

tri yang produktif, berdaya 
saing, dan memberikan man-
faat nyata bagi tenaga kerja. 
Besarnya investasi bukan 
satu-satunya ukuran keber-
hasilan. Yang lebih penting 
adalah kemampuan inves-
tasi menciptakan pekerjaan 
berkualitas, meningkatkan 
produktivitas, memperkuat 
penguasaan teknologi, serta 
menghasilkan nilai tambah.

Perkembangan investasi 
menunjukkan arah tersebut 
mulai membentuk fondasi 
ekonomi. Hilirisasi menjadi 
salah satu sektor yang terus 
didorong untuk menarik pe-
nanaman modal dan mem-
perluas produksi. Kondisi 
ini memperlihatkan bahwa 
kebijakan pengolahan sumber 
daya di dalam negeri semakin 
memiliki peran penting dalam 
memperkuat struktur ekono-
mi dan menciptakan peluang 
kerja di Indonesia.

Rosan juga melihat masa 
depan hilirisasi tidak hanya 
bertumpu pada mineral. Ta-
hap berikutnya perlu meram-
bah sektor yang menentukan 
pertumbuhan ekonomi masa 
depan, termasuk teknologi, 
inovasi, energi bersih, infra-
struktur digital, dan manu-
faktur maju. Perspektif ini 
penting agar Indonesia tidak 
hanya mengolah sumber daya 
alam, tetapi juga membangun 
kemampuan industri yang 
berdaya saing global.

Keberhasilan hilirisasi 
membutuhkan konsisten-
si kebijakan dan kepastian 
investasi. Pemerintah perlu 
memastikan pembangunan 
industri berjalan seiring den-
gan perlindungan lingkun-

gan, penguatan masyarakat 
lokal, serta peningkatan ku-
alitas tenaga kerja. Hilirisasi 
yang berkelanjutan harus 
mampu menjawab siapa yang 
memperoleh manfaat dan 
bagaimana kekayaan alam 
dapat dikelola bagi generasi 
berikutnya.

Dalam konteks itulah ke-
bijakan hilirisasi pemerin-
tahan saat ini memiliki arti 
strategis. Indonesia sedang 
berusaha mengubah para-
digma lama dari menjual 
kekayaan menjadi mengelola 
kekayaan. Perubahan tersebut 
membutuhkan waktu, inve-
stasi, teknologi, dan disiplin 
kebijakan. Namun, pilihan 
membangun nilai tambah di 
dalam negeri jauh lebih men-
janjikan dibandingkan mem-
biarkan potensi nasional terus 
keluar sebagai bahan mentah

.Hilirisasi pada akhirnya 
adalah jalan untuk mem-
pertemukan kekayaan alam 
dengan kekuatan industri, 
investasi, teknologi, dan te-
naga kerja Indonesia. Ketika 
seluruh mata rantai dibangun 
secara konsisten, sumber daya 
alam tidak lagi hanya menjadi 
komoditas, tetapi menjadi fon-
dasi kemakmuran yang dapat 
dirasakan secara luas dan ber-
kesinambungan bagi masya-
rakat. Dengan kepemimpinan 
yang tegas dan kebijakan 
berkelanjutan, pemerintahan 
Presiden Prabowo Subianto 
membuka jalan agar kekayaan 
alam Indonesia benar-benar 
berubah menjadi kekuatan 
ekonomi nasional dan sebe-
sar-besarnya dinikmati oleh 
rakyat. *) Penulis merupakan 
Pengamat Sosial

Penegasan tersebut men-
unjukkan bahwa hilirisasi 
tidak hanya berkaitan den-
gan pembangunan pabrik. 
Lebih dari itu, kebijakan ini 
menyangkut kedaulatan eko-
nomi. Presiden menekankan 
pentingnya memperkuat 
fondasi yang telah dibangun 
dengan orientasi terhadap 
penguasaan sumber daya 
dan manfaat bagi rakyat. Pe-
merintah juga menempatkan 
hilirisasi sebagai bagian dari 
transformasi industri nasio-
nal yang mengikuti perkem-
bangan teknologi.

Menteri Energi dan Sumber 
Daya Mineral Bahlil Laha-
dalia memperkuat pandan-
gan tersebut dengan menilai 
industrialisasi dan hilirisasi 
sebagai syarat penting bagi 
negara berkembang untuk 
naik menjadi negara maju. 
Menurutnya, negara yang 
memiliki sumber daya alam 
besar tetap berisiko terjebak 
dalam ketergantungan apabila 
tidak mampu mengolah keka-
yaan tersebut menjadi produk 
bernilai tambah.

Bahu-
membahu 

Hadapi 
Bencana

Hujan Asam Pasca-Karhutla: Ketika Bencana 
Tak Benar-Benar Selesai saat Asap Mereda

HUJAN asam disebabkan oleh berbagai faktor, 
antara lain emisi pembangkit listrik, kendaraan 
bermotor, industri dan pabrik, letusan gunung 
berapi, hingga kebakaran hutan dan lahan (kar-
hutla) gambut. 

ARTIKEL ini se-
c a r a  k h u s u s 
membahas hu-
jan asam akibat 

karhutla gambut, yang mulai 
terpantau sejak Juli dan ma-
sih berlangsung hingga kini. 
Karhutla gambut melanda ba-
nyak wilayah Indonesia setiap 
musim kemarau tiba, seperti 
yang terjadi pada 2019 lalu. 

Kala itu, luas lahan yang 
terbakar mencapai sekitar 
1,6 juta hektare, angka yang 
sangat besar. Asap tebal yang 
menyertainya langsung men-
yita perhatian publik, baik di 
daerah, di pusat, bahkan hing-
ga negara tetangga. Ancaman 
Infeksi Saluran Pernapasan 
Akut (ISPA) pun langsung 
menjadi sorotan utama, meski 
perhatian itu cepat memudar 
seiring redanya asap. 

Padahal, ancaman yang 
sesungguhnya justru baru 
dimulai ketika hujan pertama 
turun membasahi bumi yang 
baru saja terbakar. Ancaman 
itu bernama hujan asam pa-
sca-karhutla, bencana yang 
jarang disadari masyarakat. 
Bencana ini tidak hilang ber-
sama asap, melainkan hanya 
berpindah wujud secara di-
am-diam: udara yang terce-
mar kini berubah menjadi 
air dan tanah yang teracuni 

OLEH : ZAENAL ABIDIN

mi yang ada saat ini. Dampak-
nya sering kali baru disadari 
bertahun-tahun kemudian, 
setelah muncul gejala pada 
tubuh manusia.

Tiga Pintu Masuk Racun ke 
Tubuh Manusia 

Pertama, hujan asam men-
cemari sumber air minum dan 
pangan warga di sekitar lahan 
gambut. Peresapan air asam 
ke tanah gambut meningkat-
kan keasaman tanah secara 
drastis, sehingga logam berat 
seperti timbal (Pb), merkuri 
(Hg), kadmium (Cd), dan 
aluminium (Al) ikut terlarut. 
Warga yang berulang kali 
mengonsumsi air atau ikan 
tercemar berisiko mengalami 
akumulasi logam berat kronis. 

Akumulasi logam berat 
jangka panjang dapat me-
rusak ginjal, bahkan meng-
ganggu sistem saraf tubuh. 
Anak-anak menjadi kelompok 
paling rentan terhadap dam-
pak ini dibanding kelompok 
usia lainnya. Survei Status 
Gizi Indonesia (SSGI) 2022 
mencatat prevalensi stun-
ting nasional sebesar 21,6%. 
Paparan logam berat kronis 
berpotensi memperparah 
masalah stunting ini karena 
mengganggu perkembangan 
kognitif anak. 

Kedua, partikel sekunder di 
udara turut merusak saluran 
pernapasan manusia, teruta-
ma setelah kebakaran gambut 
terjadi. Gas SO2 dan NOx 
bereaksi membentuk partikel 
sulfat dan nitrat halus, prek-
ursor PM2,5, yang tetap me-
layang di udara lama setelah 
titik api dinyatakan padam. 
Organisasi Kesehatan Dunia 

(WHO) menetapkan ambang 
aman PM2,5 tahunan hanya 5 
mikrogram per meter kubik. 

Partikel ultra-halus ini 
mampu menembus jauh ke 
dalam alveolus paru-paru, 
bahkan hingga aliran darah. 
Paparan ini memperberat 
kondisi penderita asma, me-
micu penyakit paru obst-
ruktif kronis (PPOK), serta 
meningkatkan risiko serangan 
jantung dan strok pada kelom-
pok rentan. Lansia dan ibu 
hamil menjadi kelompok yang 
paling berisiko menghadapi 
dampak-dampak tersebut. 

Ketiga, air hujan asam juga 
mengiritasi kulit manusia se-
cara langsung, terutama saat 
bersentuhan lama dengannya. 
Anak-anak dan pekerja luar 
ruangan seperti petani dan 
nelayan paling sering men-
galaminya. Dermatitis iritan, 
gatal-gatal, dan konjungtivitis 
menjadi keluhan yang umum 
muncul di lapangan setiap 
musim kemarau. Warga pun 
kehilangan akses air bersih 
harian, sehingga produktivi-
tas dan kualitas hidup mereka 
menurun. 

Ketiga pintu masuk racun 
ini paling keras menghantam 
masyarakat pedesaan di se-
kitar lahan gambut. Mereka 
adalah kelompok dengan 
akses paling minim terhadap 
layanan kesehatan yang me-
madai, dan menanggung be-
ban ganda: kehilangan mata 
pencaharian sekaligus me-
nanggung risiko kesehatan 
jangka panjang. Sayangnya, 
negara nyaris tidak pernah 
memberi kompensasi dan 
perlindungan yang memadai 
bagi mereka.

Rekomendasi: Saatnya Mitigasi 
Terpadu, Bukan Sekadar Tang-
gap Darurat Asap 

Ancaman berlapis ini tidak 
bisa dijawab hanya dengan 
pendekatan tanggap darurat 
semata, yang biasanya hanya 
berfokus pada masa akut ke-
bakaran lalu berhenti begitu 
saja. Padahal racun tetap be-
kerja lama setelah asap hilang 
dari pandangan orang ba-
nyak. Karena itu, diperlukan 
kerangka One Health yang 
mengintegrasikan kesehatan 
manusia, lingkungan, dan 
ekosistem lahan. 

Pertama, pemerintah per-
lu memantau pH air secara 
terpadu di seluruh wilayah 
rawan karhutla. Kementerian 
Kesehatan dan Dinas Kese-
hatan daerah wajib menguji 
keasaman sumber air minum 
warga, tepat pada periode hu-
jan pertama, bukan menung-
gu laporan warga lebih dulu. 
Sebab, dampak logam berat 
bersifat kumulatif dan sering 
tidak terlihat pada tahap awal. 

Kedua, pemerintah perlu 
mengedukasi warga sekaligus 
menyediakan air bersih alter-
natif bagi wilayah yang paling 
terdampak. Masyarakat perlu 
tahu bahaya air hujan pertama 
(first flush) pasca-karhutla, 
dan sebaiknya tidak langsung 
menampung atau mengonsum-
sinya meski tampak jernih dan 
menggoda. Sebab, mencegah 
paparan racun jauh lebih mu-
rah dan manusiawi daripada 
mengobatinya kelak. Penulis: 
Ketua Umum PB Ikatan Dokter 
Indonesia (IDI) 2012-2015, Ketua 
Himpunan Fasyankes Dokter Indo-
nesia (HIFDI)  *SindoNews.Com

secara perlahan.

Ketika Api Padam, Racun Justru 
Terbentuk 

Kebakaran lahan gambut 
berbeda jauh dari kebakaran 
hutan pada umumnya karena 
karakteristik gambut yang 
unik. Gambut terbentuk dari 
akumulasi bahan organik 
yang menumpuk selama ribu-
an tahun di bawah tanah. Saat 
terbakar, gambut melepaskan 
emisi gas pencemar dalam 
jumlah jauh lebih besar, teru-
tama dua gas utama: sulfur 
dioksida (SO2) dan nitrogen 
oksida (NOx). 

Kedua gas ini berasal dari 
kandungan sulfur pada mate-
rial gambut yang membusuk. 
Di atmosfer, SO2 dan NOx 
bereaksi dengan uap air dan 
oksigen, membentuk asam 
sulfat (H2SO4) dan asam nitrat 
(HNO3) yang berbahaya. Jika 
air hujan normal memiliki 
pH sekitar 5,6, air hujan pa-
sca-karhutla bisa jauh lebih 
asam dari itu. Tingkat pH 
yang rendah ini membuat 
air hujan jauh lebih merusak 
dibanding hujan biasa. 

Air hujan asam kemudian 
jatuh ke tanah, sungai, dan 
sumur milik warga, men-
yusup diam-diam jauh dari 
jangkauan alat pemantau res-
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Airlangga bilang ini me-
rupakan arahan langsung 
Presiden Prabowo Subianto 
usai melakukan rapat ter-
batas di Istana Kepreside-
nan, Jakarta Pusat, Senin 
sore kemarin.

“Terkait dengan pro-
gram-program bantuan 
yang disiapkan untuk tahun 
ini, termasuk bantuan beras 
yang sampai dengan bulan 
September itu 30 kg. Lalu, 
arahan bapak presiden itu 

untuk dilanjutkan di bulan 
selanjutnya, yaitu Oktober, 
November, dan Desember,” 
beber Airlangga, dikutip 
Selasa (8/9/2026). 

Sebelumnya, Menteri 
Koordinator Bidang Pangan 
Zulkifli Hasan alias Zulhas 
mengatakan bansos pangan 
beras akan diberikan untuk 
periode Oktober, Novem-
ber, dan Desember 2026. 
Rencananya, penyaluran 
dilakukan secara sekaligus 

(dirapel) untuk periode tiga 
bulan tersebut kepada se-
luruh keluarga penerima 
manfaat.

Dia mengatakan penyalu-
ran bansos ini menyasar 
masyarakat kurang mampu 
yang masuk dalam kelom-
pok desil 1 hingga desil 
4. Menurutnya mencakup 
puluhan juta jiwa. 

“Kita sudah memutuskan 
bantuan pangan untuk des-
il 1-desil 4 sejumlah 33 juta 
sekian (penerima manfaat) 
ya, rakyat kita yang jumlah-
nya itu kali 10 kg per bulan. 
Jadi 30 kg,” kata Zulhas 
dalam konferensi pers usai 
rapat di kantornya, Jakarta 
Pusat, Senin (7/9/2026) 
kemarin.

Menurutnya, langkah 
penyaluran bansos yang 

Bantuan Beras Lanjut sampai Desember
dilakukan sekaligus ini juga 
bertujuan untuk membanjiri 
stok masyarakat. Dengan be-

gitu, permintaan akan beras 
di pasar dapat turun sig-
nifikan. Kondisi ini dinilai 

dapat ikut menekan kenai-
kan harga imbas pelemahan 
produksi beras domestik 

di tengah musim kemarau 
kering hingga akhir tahun 
ini. DTC

SULTENG RAYA - Me-
ningkatkan keuntungan 
usaha tidak selalu harus 
dimulai dengan perubahan 
besar. Peluang justru sering 
datang dari persoalan seha-
ri-hari, seperti pelanggan 
mencari layanan yang be-
lum tersedia, catatan utang 
hilang, uang kembalian ha-
bis, atau modal yang belum 
digunakan dengan tepat.

Berdasarkan Loan Impact 
Report BukuWarung ter-
hadap 1.839 pemilik usaha 
di 33 provinsi, sebanyak 72 
persen responden mengala-
mi pertumbuhan usaha den-
gan kenaikan pendapatan 
sebesar 58 persen. Selain 
itu, 43 persen di antaranya 
berhasil memperbesar skala 
usahanya. 

Dari pengalaman mereka, 
berikut lima langkah seder-
hana yang bisa dicoba pe-
milik toko untuk mengelola 
usaha dan meningkatkan 
pendapatan.

TAMBAHKAN LAYANAN YANG 
DIBUTUHKAN WARGA

Riko Febriansyah, pemilik 
Virza Ponsel di Simalungun, 
awalnya hanya berjualan 
pulsa dan voucher. “Setelah 
sejumlah pabrik baru berdiri 
di wilayah saya, banyak 
pekerja dari luar Suma-
tra membutuhkan layanan 
untuk mengambil gaji dan 
mengirim uang kepada ke-
luarga,” ceritanya.

Riko kemudian menye-
diakan tarik tunai dan 
transfer melalui BukuAgen. 
“Konter saya kini menjadi 

rapi. “Saya jadi bisa men-
getahui berapa uang yang 
masuk dan keluar, serta 
utang pelanggan yang be-
lum dibayar,” ujar Indah.

SEDIAKAN PEMBAYARAN DIGITAL
Uang pecahan kecil se-

ring habis saat dibutuh-
kan. Tua Pangoluan Sitorus, 
pemilik toko THS Siantar 
di Pematang Siantar, dulu 
mengganti uang kembalian 
dengan permen, meskipun 
tidak semua pelanggan ber-
sedia menerimanya.

Ketika toko ramai, ia juga 
pernah terlewat dalam me-
minta pembayaran kepada 
pelanggan. Untuk mengata-
sinya, “Saya menyediakan 
pembayaran digital melalui 
QRIS BukuPay. Pelanggan 
sekarang bisa membayar 
dengan jumlah yang tepat 
tanpa menunggu kemba-
lian. Tidak ada lagi yang 
komplain diberi kembalian 
permen,” cerita Tua.

GUNAKAN MODAL UNTUK BARANG 
YANG CEPAT LAKU

Tambahan modal se-
baiknya digunakan sesuai 
kebutuhan toko, bukan se-
kadar untuk menumpuk ba-
rang. Pujiono, pemilik toko 
kelontong di Sragen, meng-
gunakan tambahan modal 
untuk memperbanyak jenis 
barang yang dijual. Dari 
semula hanya sekitar lima 
sampai enam jenis barang, 
tokonya kini menyediakan 
10 sampai 15 jenis.

“Lebih baik stok sedikit, 
tetapi jenisnya beragam,” 
kata Pujiono. Ia menentukan 
barang yang akan dibeli 

dengan melihat catatan pen-
jualan. Barang yang cepat 
laku dan cepat menghasil-
kan uang menjadi prioritas.

“Tambahan modal seperti 
BukuModal dapat mem-
bantu usaha berkembang, 
tetapi jumlahnya tetap perlu 
disesuaikan dengan kemam-
puan usaha agar pembaya-
ran kembali tidak menjadi 
beban,” tambahnya.

PERIKSA CATATAN USAHA SECARA RUTIN
Mencatat saja belum cu-

kup. Pemilik toko perlu 
memeriksa kembali catatan-
nya secara rutin. Perhatikan 
barang yang paling laku, 
stok yang terlalu lama ter-
simpan, pengeluaran yang 
bisa dikurangi, serta utang 
pelanggan yang belum di-
bayar.

Kebiasaan tersebut mem-
bantu Indah Setiawati men-
getahui pelanggan yang 
sering terlambat membayar. 
Ia pun lebih berani menolak 
permintaan utang karena 
memiliki catatan yang je-
las. “Dulu saya jadi tempat 
orang berutang. Sekarang 
saya berani menolak karena 
ada datanya,” ujar Indah.

Pengalaman para pemilik 
toko tersebut menunjukkan 
usaha dapat berkembang 
melalui langkah sederhana, 
mulai dari penambahan 
layanan, pengelolaan pem-
bayaran, penyediaan kebu-
tuhan yang paling dicari, 
pengelolaan modal dan stok, 
hingga pencatatan usaha se-
cara rutin. Teknologi dapat 
membantu pemilik usaha 
menjalankan berbagai akti-
vitas tersebut. ROL

PRESIDEN Prabowo Subianto. FOTO: DOK YOUTUBE SETPRES

SULTENG RAYA — Di tengah 
kondisi darurat akibat sebaran 
abu vulkanik dari erupsi Gun-
ung Anak Krakatau, kepedulian 
terhadap kesehatan dan kesela-
matan masyarakat menjadi hal 
yang penting. Untuk mendukung 
masyarakat dalam menjalankan 
aktivitas sehari-hari, BRI Peduli 
selaku payung dari program 
Tanggung Jawab Sosial (TJSL) BRI 
bergerak cepat dengan membagi-
kan masker dan vitamin kepada 
warga di sejumlah titik dengan 
mobilitas tinggi di wilayah Jakarta 
dan Lampung.

Di wilayah Jakarta, bantuan 
masker dibagikan di beberapa titik, 
yakni Halte Transjakarta CSW, ka-
wasan MRT/KRL Sudirman, Sim-
pang Susun Semanggi dan Bendun-
gan Hilir pada Senin (7/9/2026), 
yang disalurkan langsung oleh 
insan BRILian / pekerja BRI. 

Corporate Secretary BRI, Dhan-
ny mengatakan, kegiatan tersebut 
merupakan bagian dari implemen-
tasi BRI Peduli Tanggap Darurat 
sebagai wujud respons cepat Per-
seroan dalam membantu masya-
rakat menghadapi kondisi darurat 
dan bencana.

“Kami ingin hadir di tengah 
masyarakat dan memberikan du-
kungan yang sederhana, namun 
berarti. Pembagian masker dan 
vitamin ini merupakan bentuk 
kepedulian BRI untuk membantu 
masyarakat tetap terlindungi dan 
dapat menjalankan aktivitasnya di 
tengah kondisi sebaran abu vulka-
nik,” ujar Dhanny.

Menurutnya, kondisi sebaran 
abu vulkanik dapat memengaruhi 
kualitas udara dan berpotensi 
menimbulkan ketidaknyamanan, 
khususnya pada pernapasan dan 
mata. Karena itu, langkah-lang-
kah pencegahan menjadi penting 
dilakukan masyarakat, termasuk 
dengan menggunakan masker saat 
beraktivitas di luar ruangan.

“BRI berharap dukungan yang 
diberikan melalui BRI Peduli dapat 
membantu masyarakat menghadapi 
situasi ini dengan lebih aman dan 
nyaman,” tambah Dhanny.

Melalui BRI Peduli, perseroan 
terus berupaya untuk hadir tidak 
hanya dalam kondisi darurat, tetapi 
juga melalui berbagai inisiatif sosial 
yang memberikan manfaat nyata 
bagi masyarakat di berbagai wilay-
ah Indonesia. RHT

BRI Peduli Salurkan 
Masker dan Vitamin 
Tangkal Abu Vulkanik

Strategi Sederhana 
Pedagang Kembangkan 
Usaha dan Pendapatan

tempat warga memenuhi 
kebutuhan transaksi keu-
angan,” ujar Riko. Penghasi-
lannya pun meningkat. Vir-
za Ponsel bahkan dua kali 
tercatat sebagai BukuAgen 
dengan transaksi terbanyak 
di kabupatennya.

CATATAN UTANG JANGAN HILANG
Buku catatan mudah 

rusak atau hilang. Jika itu 
terjadi, pemilik toko bisa 
kehilangan informasi ten-
tang penjualan dan utang 
pelanggan. Indah Setiawati, 
pemilik Indah Ponsel di 
Simalungun, pernah ke-
hilangan seluruh catatan 
utang pelanggannya karena 
buku yang digunakannya 
tersiram teh. “Saya sampai 
menangis karena datanya 
hilang semua,” tuturnya.

Setelah beralih ke penca-
tatan digital melalui ponsel, 
catatan Indah menjadi lebih 

INSAN BRILiaN mendistribusikan masker dan vitamin bagi pengendara di Jakarta. 
FOTO: DOK. BRI 
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M e n g u s u n g  k o n s e p 
ADV160 Mystery Explori-
de, kegiatan ini memadu-
kan touring dan eksplorasi 
lokasi penuh cerita dengan 
pengalaman berkenda-
ra menggunakan Honda 
ADV160, sekaligus mempe-
rerat kebersamaan antara 
Honda dan komunitas.

Perjalanan dilakukan 
dengan menelusuri berba-
gai karakter jalur menuju 

kawasan Wentira, mulai 
dari jalan beraspal hing-
ga medan yang lebih me-
nantang. Sesampainya di 
lokasi, komunitas diajak 
mengikuti rangkaian ek-
splorasi misteri bersama 
tokoh setempat, tantangan 
uji nyali, serta community 
gathering dan aktivitas 
outdoor. 

Keseruan perjalanan juga 
dilengkapi berbagai tan-

SEJUMLAH motor Honda ADV160 parkir di kawasan Wentira. FOTO: DOK HONDA SULTENG

Honda ADV160 Jelajah Dua Alam Ajak 
Komunitas Eksplorasi Misteri Wentira

SULTENG RAYA - Honda ADV160 kem-
bali menghadirkan pengalaman berkendara 
berbeda melalui aktivitas ADV160 Jelajah 2 
Alam di kawasan Wentira, Sulawesi Tengah.

SEJUMLAH komunitas Honda ADV160 saat berpose bersama di kawasan Wentira, Sulawesi Tengah. FOTO: DOK 
HONDA SULTENG

tangan yang memberikan 
kesempatan kepada peserta 
untuk merasakan karak-
ter Honda ADV160 secara 
langsung.

PIC Community Main 
Dealer Anugerah Perdana 
Honda Region Sulawesi 
Tengah, Onald, mengata-
kan kegiatan ini menjadi 
bagian dari upaya Honda 
menghadirkan pengalaman 
berkendara yang dekat 
dengan karakter komu-
nitas. 

“Melalui ADV160 Je-
lajah 2 Alam, kami ingin 
memberikan pengalaman 
yang tidak hanya seru, 
tetapi juga berkesan bagi 

komunitas. Satu gerbang, 
satu kesempatan, buktikan 
nyalimu, dan rasakan sen-
diri keseruan menjelajah 
bersama Honda ADV160,” 
ujarnya.

Melalui aktivitas berbasis 
komunitas seperti ADV160 
Jelajah 2 Alam, Honda te-
rus memperkuat Product 
Awareness sekaligus mem-
bangun kedekatan emo-
sional dengan konsumen. 
Honda ADV160 hadir seba-
gai skutik adventure yang 
siap menemani konsumen 
mengeksplorasi berbagai 
perjalanan dan mencip-
takan pengalaman baru 
bersama komunitas.*/YAN

SULTENG RAYA – BPJS 
Kesehatan terus mendorong 
peningkatan kualitas pela-
yanan kepada peserta JKN 
melalui Customer eXcel-
lence 126 (CX126), yang 
dirancang untuk mengukur 
implementasi customer ex-
cellence di 126 Kantor Ca-
bang BPJS Kesehatan. Selain 
itu, juga mengidentifikasi 
praktik terbaik yang dapat 
menjadi pembelajaran dan 
diterapkan secara lebih luas.

Direktur Utama BPJS Ke-
sehatan, Prihati Pujo Was-
kito, mengatakan bahwa 
perkembangan ekspektasi 
masyarakat terhadap pe-
layanan publik membuat 
pengalaman peserta men-
jadi bagian penting dalam 
membangun reputasi dan 
kepercayaan publik. 

Baginya di era keterbu-
kaan informasi, customer 
experience adalah pilar uta-
ma pembentuk reputasi dan 
kepercayaan publik, Jumat 
(4/9).

"Oleh karena itu, kita har-
us adaptif dalam memaha-
mi ekspektasi peserta serta 
tanggap memberikan solusi. 
Peserta tidak hanya membu-
tuhkan layanan yang dapat 
diakses, tetapi juga kepas-
tian informasi dan kualitas 
pelayanan yang konsisten, 
baik ketika berinteraksi mel-
alui Kantor Cabang maupun 
kanal layanan seperti Care 
Center 165, Mobile JKN, 
PANDAWA, dan kanal digi-
tal lainnya,” kata Pujo.

CX126 menjadi salah satu 
upaya BPJS Kesehatan un-
tuk membangun standar 
pelayanan yang berorien-
tasi pada prinsip Mudah, 
Cepat, Setara, dan Solutif. 
Menurut Pujo, CX126 tidak 
sekadar mencari Kantor 

Cabang dengan performa 
terbaik, tetapi juga melihat 
faktor yang membentuk 
keunggulan pelayanan agar 
dapat direplikasi di Kantor 
Cabang lainnya.

“Keberhasilan di satu 
Kantor Cabang harus men-
jadi inspirasi bagi Kantor 
Cabang lainnya. Best prac-
tice yang telah teruji har-
us kita replikasi, sehingga 
pelayanan terbaik menjadi 
standar kolektif kita bersa-
ma,” ujar Pujo.

Pujo menjelaskan, CX126 
menggunakan pendekatan 
penilaian yang komprehen-
sif melalui delapan pilar, 
yaitu Customer Experience, 
Operational Performance, 
Digital Maturity, Governan-
ce, Risk Management, Stake-
holder Engagement, People 
Excellence, dan Organiza-
tional Culture. Selain itu, 
penilaian juga melibatkan 
Voice of Customer untuk 
memastikan pengalaman 
peserta menjadi bagian dari 
pengukuran kualitas pela-
yanan.

Pada kesempatan yang 
sama, Ketua Dewan Pen-
gawas BPJS Kesehatan, 
Stevanus Adrianto Passat, 
menyatakan bahwa kua-
litas pelayanan merupa-
kan wujud nyata kehadiran 
Program JKN yang langs-
ung dirasakan oleh peserta. 
Menurutnya, kemudahan 
akses, kejelasan informa-
si, keamanan proses, ser-
ta kepastian solusi akan 
menentukan pengalaman 
peserta sekaligus memban-
gun kepercayaan terhadap 
Program JKN.

“Pelayanan unggul hanya 
dapat terwujud apabila se-
luruh unsur bergerak dalam 
satu arah, bekerja dengan 

standar yang sama, serta 
menempatkan kebutuhan 
peserta sebagai orientasi 
utama. CX126 perlu ditem-
patkan sebagai bagian dari 
proses pembelajaran dan 
perbaikan organisasi yang 
berkelanjutan,” tegas Ste-
vanus.

Hasil asesmen tidak ber-
henti pada pemberian peng-
hargaan, tetapi perlu diter-
jemahkan menjadi langkah 
perbaikan yang konkret, 
terukur, dan dapat dipantau 
keberlanjutannya. Stevanus 
mengatakan bahwa melal-
ui CX126, BPJS Kesehatan 
mendorong agar praktik 
pelayanan terbaik dapat 
direplikasi dan menjadi 
standar bersama di seluruh 
Kantor Cabang. 

"Dengan demikian, keber-
hasilan Program JKN tidak 
hanya dilihat dari capaian 
masing-masing Kantor Ca-
bang, tetapi dari kemampu-
an organisasi menghadirkan 
pengalaman pelayanan yang 
semakin konsisten bagi se-
luruh peserta JKN. Ukuran 
keberhasilan yang sesung-
guhnya adalah ketika setiap 
peserta JKN, di mana pun 
berada, merasakan layanan 
yang semakin mudah, cepat, 
setara, dan dapat diandal-
kan,” kata Stevanus.

Sementara itu, Direktur 
Kepesertaan BPJS Kese-
hatan, Akmal Budi Yulianto, 
menambahkan, keunggulan 
pelayanan tidak ditentukan 
oleh besar kecilnya Kantor 
Cabang, lokasi, maupun 
tingkat tantangan yang di-
hadapi. Keunggulan lahir 
ketika kepemimpinan, pro-
ses, teknologi, sumber daya 
manusia, dan budaya pela-
yanan bergerak dalam satu 
arah.*/HJ

PELUNCURAN peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta JKN melalui Customer eXcellence 
126 (CX126), yang dirancang untuk mengukur implementasi customer excellence di 126 Kantor Ca-
bang BPJS Kesehatan. FOTO: BPJS KESEHATAN

BPJS Kesehatan Bangun 
Standar Customer 

Excellence melalui CX126

SULTENG RAYA - Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto 
mengatakan program bantuan pangan bakal 
terus diberikan hingga akhir tahun. Bantu-
an pangan beras 10 kilogram (kg) per bulan 
terakhir disalurkan hingga September, dan 
akan diperpanjang sampai Desember.

ILUSTRASI. FOTO: MOKAPOS.COM

SULTENG RAYA - Chief 
Operating Officer (COO) 
Danantara Dony Oskaria 
memastikan kredit yang 
disalurkan bank BUMN un-
tuk mendukung pelaksanaan 
program pemerintah, terma-
suk Koperasi Desa Merah 
Putih (KDMP) tidak akan 
menjadi kredit macet. Sebab, 
pinjaman tersebut dijamin 
oleh negara.

Dony menjelaskan, bank 
BUMN pada dasarnya tidak 
secara langsung mendanai 
program pemerintah. Hu-
bungan antara bank yang 
menjalankan program peme-
rintah tetap dilakukan secara 
business to business (B2B) 
melalui mekanisme kredit.

“Sebetulnya kita tidak 
mendanai program pemer-
intah. Jadi harus dibedakan 
ya. Himbara tidak mendanai 
program pemerintah, tetapi 
polanya kan B2B. Kita hanya 
memberikan kalau itu kredit, 
ya sesuai dengan kredit yang 
normal aja,” ujar Dony di 
Kompleks Istana Kepreside-
nan, Jakarta. 

D o n y  m e n c o n t o h k a n 
pembiayaan yang diberikan 
kepada Agrinas Pangan. 
Dalam skema tersebut, Agri-
nas Pangan meminjam dana 

kepada BRI dan pinjamannya 
mendapatkan jaminan dari 
negara.

“Misalnya Agrinas Pan-
gan, minjam uang ke BRI, 
pinjamannya dijamin negara. 
Aman nggak? Aman kan. Ya 
sudah. Jadi nggak ada ma-
salah, karena kan pinjaman 
apalagi yang lebih bagus ja-
minannya daripada negara,” 
jelasnya. 

Dengan skema tersebut, 
Dony menepis kekhawatiran 
berbagai penugasan untuk 
mendukung program pe-
merintah dapat meningkat-
kan risiko kredit macet atau 
non-performing loan (NPL) 
di bank-bank Himbara.

Menurutnya, keberadaan 
jaminan negara membuat 
kredit yang disalurkan ke-
pada perusahaan pelaksana 
program pemerintah memi-
liki tingkat keamanan yang 
tinggi bagi perbankan.

“Kredit yang paling secure 
itu kredit dijamin oleh negara 
kan? Jadi enggak mungkin 
macet kan? Dijamin oleh ne-
gara. Jadi kalau di sisi bank. 
ya jadi kalau ke saya kan di 
sisi banknya, di sisi banknya 
ya enggak mungkin macet 
orang dijamin negara,” tutup 
Dony. DTC

Bos Danantara Jamin 
Kredit Bank BUMN 
ke Kopdes Merah Putih 

Tak Akan Macet
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terdata dalam Sistem Infor-
masi Partai Politik (Sipol).

“Pada prinsipnya, kami 
(KPU) mencocokkan melalui 
Sipol,” katanya.

Iskandar juga menyaran-
kan partai politik agar tidak 
menetapkan jumlah keang-
gotaan secara pas sesuai batas 
minimal dalam proses pen-
dataan. Menurutnya, hal itu 
untuk mengantisipasi adanya 
anggota yang mengundurkan 
diri maupun perubahan data 
selama proses verifikasi.

“Bahkan ada yang sudah 
meninggal. Nah, kalau kita 
ukur pas akan susah nan-
tinya mencari yang baru,” 
tegasnya.

Ia menambahkan, pada 
Pemilu sebelumnya PKB 
merupakan salah satu partai 

politik yang lolos verifikasi 
secara nasional. Karena itu, 
ia berharap status tersebut 
dapat dipertahankan pada 
tahapan pemilu berikutnya.

“Pertahankan PKB sebagai 
partai yang lolos verifikasi 
secara nasional,” tekannya.

Dalam kesempatan terse-
but, Iskandar juga mengajak 
partai politik untuk melibat-
kan KPU dalam kegiatan 
pendidikan politik. KPU, 
kata dia, siap memberikan 
materi berkaitan dengan 
kepemiluan kepada pen-
gurus maupun kader partai.

“Undang KPU gratis,” 
tandasnya.

Ditemui usai pertemuan, 
Ketua DPC PKB Kota Palu 
H. Nanang menjelaskan, 
penyerahan salinan SK ke-

pengurusan baru merupa-
kan bagian dari upaya mem-
bangun komunikasi dan 
koordinasi dengan penye-
lenggara pemilu, sekaligus 
menyampaikan perubahan 
struktur kepengurusan par-
tai kepada KPU.

Menurutnya, komunikasi 
dengan KPU penting dilaku-
kan sejak awal agar kepen-
gurusan dan administrasi 
partai dapat berjalan tertib 
serta sesuai dengan keten-
tuan yang berlaku.

“Penyerahan SK ini me-
rupakan bagian dari ko-
mitmen kami untuk me-
mastikan administrasi ke-
pengurusan PKB di Kota 
Palu tertib dan sesuai den-
gan ketentuan. Kami juga 
ingin membangun komu-

nikasi yang baik dengan 
KPU dalam menghadapi 
tahapan-tahapan pemilu ke 
depan,” jelasnya.

Nanang menambahkan, 
kepengurusan baru DPC 
PKB Kota Palu akan berupa-
ya memperkuat konsolidasi 
internal, meningkatkan ka-
derisasi, serta mendorong 
keterlibatan masyarakat 
dalam kegiatan politik yang 
sehat dan demokratis.

“Kami akan melakukan 
konsolidasi dan memper-
kuat struktur organisasi 
sampai ke tingkat bawah. 
Termasuk kaderisasi dan 
pendidikan politik, sehingga 
PKB dapat terus hadir mem-
berikan kontribusi positif 
bagi masyarakat Kota Palu,” 
ujarnya. WAN

Terjadi lonjakan sebesar 
17.588 permohonan pada 
Triwulan II dibanding Tri-
wulan I.

Menurut dia, sebesar 
58,5 persen dari total kenai-
kan di kuartal kedua terse-
but hanya disumbangkan 
oleh dua kabupaten ke-
pulauan, yakni Kabupaten 
Banggai Laut dengan tam-
bahan 6.215 izin sebesar 
35,3 persen dan Kabupaten 
Banggai Kepulauan seba-
nyak 4.071 izin sebesar 23,1 
persen.

“Melonjaknya permo-
honan izin dari wilayah 
Banggai Raya merupakan 
hasil dari program pen-
jangkauan (targeted pro-
gram) formalisasi nelayan 
dan pengolahan hasil laut 

oleh pemerintah daerah 
setempat,” jelasnya.

Hal ini dibuktikan dari 
rincian Klasifikasi Baku 
Lapangan Usaha Indonesia 
(KBLI) dengan entitas ter-
banyak se-provinsi. KBLI 
Industri Penggaraman/
Pengeringan Ikan menem-
pati posisi puncak dengan 
5.689 entitas, disusul Per-
dagangan Eceran Makanan 
Tradisional yakni 4.226 en-
titas, dan Pengolahan-Pen-
gawetan Ikan yakni 2.567 
entitas.

Selain itu, tiga sektor 
pengampu terbesar juga 
mencerminkan dominasi 
ekonomi maritim dan jasa 
yakni Kementerian Per-
dagangan sebanyak 15.072 
izin, Kelautan dan Perika-

nan sebanyak 10.771 izin 
serta Pariwisata 7.876 izin.

“Tiga sektor ini men-
guasai 63,20 persen dari 
seluruh permohonan,” 
ujarnya.

Fenomena ini menunjuk-
kan bahwa meskipun in-
vestasi secara nilai rupiah 
didominasi sektor ekstrak-
tif tambang, struktur parti-
sipasi ekonomi masyarakat 
Sulawesi Tengah justru 
digerakkan oleh sektor 
maritim dan UMKM riil.

Pemprov Sulteng be-
rencana mereplikasi ske-
ma formalisasi nelayan 
berbasis pendampingan 
lapangan ini ke daerah pe-
sisir lain seperti Toli-Toli, 
Buol  dan Donggala pada 
Semester II 2026. ANT

hari aktivitas penerbangan 
dari PLW-CGK begitu pun 
sebaliknya.

Dengan dicabutnya Noti-
ce to Airmen (Notam) atau 
pemberitahuan dari otoritas 
AirNav Indonesia, maka 
aktivitas penerbangan yang 
terdampak kembali normal.

“Bandara Soekarno-Hatta 
telah mengeluarkan Notam 
dan diperbaharui pada 8 
September Pukul 00.00 WIB, 
atas dasar itu Bandara Mu-
tiara Palu telah membuka 

kembali kegiatan opera-
sional penerbangan yang 
terdampak,” ujar dia.

Ia meminta para penggu-
na jasa layanan penerbangan 
yang akan melakukan per-
jalanan memeriksa kembali 
status dan jadwal penerban-
gan melalui kanal resmi 
maskapai sebelum menuju 
bandara.

Di Bandara Mutiara Sis 
Al-Jufri Palu, kata Prasety-
ohadi, empat penerbangan 
terpaksa dibatalkan selama 

dua hari, sebagai mana stan-
dar operasional prosedur 
(SOP) penerbangan dengan 
alasan keselamatan.

“Tentunya otoritas terkait 
telah mempertimbangkan 
kondisi lapangan demi kese-
lamatan penerbangan. Abu 
vulkanik sangat berbahaya 
bila terpapar ke pesawat saat 
mengudara, maka kepu-
tusan diambil otoritas terkait 
untuk mencegah terjadinya 
kecelakaan,” ujar dia.

Adapun empat penerban-

gan terdampak abu vulkanik 
Anak Krakatau dan dilaku-
kan pembatalan yakni Batik 
Air BTK 6560 WIII - WAFF, 
Garuda Indonesia GIA622 
WIII - WAFF, Super Air Jet 
SJV 254 WIII - WAFF, dan 
Rimbun Air OEY 300 WIII 
- WAFF.

“Kami berharap situasi 
operasional pulih sepenuh-
nya, karena layanan pe-
nerbangan menjadi salah 
satu penunjang ekonomi 
daerah,” katanya. ANT

  “Untuk Kota Palu di-
prakirakan tiga hari ke 
depan ada sedikit hujan, 
tetapi kategorinya masih 
hujan lokal hingga ringan 
saja,” kata Riza di Palu, 
Selasa.

Ia mengemukakan se-
cara keseluruhan wilayah 
Sulawesi Tengah yang ma-
sih berpotensi basah men-
cakup Kabupaten Buol, 
Tolitoli, Parigi Moutong, 

Donggala, Sigi, Kota Palu, 
sebagian Poso, serta seba-
gian Morowali Utara.

Menurut dia, saat ini 
Sulteng belum memasuki 
musim penghujan dengan 
kondisi cuaca masih dido-
minasi musim kemarau.

“Perlu diketahui bah-
wa hujan yang terjadi di 
beberapa titik dipicu oleh 
faktor dinamika atmosfer 
global berupa belokan 

angin atau konvergensi, 
sehingga membantu per-
tumbuhan awan-awan 
hujan. Diperkirakan baru 
memasuki masa peralihan 
atau pancaroba pada Ok-
tober mendatang,” ucap 
Riza.

Sementara itu untuk 
prakiraan cuaca sepekan 
ke depan, potensi hujan di 
wilayah bagian barat Su-
lawesi Tengah cenderung 

lebih dominan dibanding-
kan bagian timur seperti 
Kabupaten Banggai, Bang-
gai Kepulauan, Banggai 
Laut, Morowali, dan Tojo 
Una-Una yang potensi 
hujannya sangat minim.

“Informasi cuaca terki-
ni terus diperbarui, data 
prakiraan cuaca sebanyak 
dua kali dalam sehari yak-
ni pada pagi dan malam 
hari,” kata Riza Utami. ANT

Area Manager Commu-
nication, Relations & CSR 
Pertamina Patra Niaga Re-
gional Sulawesi, Lilik Har-
diyanto, mengatakan kegi-
atan monitoring dilakukan 
sebagai bagian dari upaya 
bersama untuk memastikan 
BBM Subsidi diterima oleh 
masyarakat yang berhak 
serta mencegah adanya 
pola pengisian yang tidak 
sesuai dengan ketentuan.

“Monitoring ini kami 
lakukan bersama dengan 
stakeholder terkait untuk 
memastikan penyaluran 
BBM Subsidi berjalan se-
suai ketentuan dan tepat 
sasaran. Kami juga melaku-
kan pengecekan terhadap 
transaksi menggunakan 
QR Code untuk melihat 

pola pembelian dan mengi-
dentifikasi apabila terdapat 
pengisian yang berulang 
atau tidak wajar,” ujar Lilik.

Dalam pelaksanaannya, 
petugas melakukan pemin-
daian QR Code BBM Sub-
sidi milik pelanggan. Data 
transaksi kemudian dapat 
digunakan untuk melihat 
riwayat pembelian sehing-
ga pola transaksi yang tidak 
sesuai dapat diidentifikasi 
dan ditindaklanjuti sesuai 
mekanisme yang berlaku.

Lilik menambahkan, pen-
gawasan terhadap penyalu-
ran BBM Subsidi dilakukan 
secara berkelanjutan den-
gan melibatkan berbagai 
pihak, khususnya dalam 
merespons dinamika ke-
butuhan masyarakat di 

lapangan.
“Kami terus memperkuat 

pengawasan, baik melalui 
sistem maupun pemantau-
an langsung di lapangan. 
Apabila ditemukan adanya 
indikasi transaksi yang ti-
dak sesuai, tentunya akan 
kami lakukan pengecekan 
dan tindak lanjut sesuai 
ketentuan. Upaya ini kami 
lakukan agar BBM Subsidi 
dapat benar-benar diman-
faatkan oleh masyarakat 
yang berhak,” jelas Lilik.

Sebagai bagian dari upa-
ya pengawasan tersebut, 
sepanjang Januari hingga 
4 September 2026, Perta-
mina Patra Niaga Regional 
Sulawesi telah memblokir 
sebanyak 4.767 QR Code 
Subsidi Tepat yang terindi-

kasi melakukan pengisian 
berulang atau tidak wajar.

“Pemblokiran QR Code 
dilakukan berdasarkan ha-
sil identifikasi terhadap 
pola transaksi yang terin-
dikasi tidak wajar. Langkah 
ini merupakan bagian dari 
pengawasan untuk menja-
ga agar penyaluran BBM 
Subsidi tetap sesuai perun-
tukannya,” tambah Lilik.

Pertamina Patra Niaga 
Regional Sulawesi akan 
terus berkoordinasi dengan 
pemerintah daerah, apa-
rat penegak hukum, dan 
pemangku kepentingan 
terkait dalam melakukan 
monitoring serta evaluasi 
penyaluran BBM Subsidi 
di wilayah Sulawesi Sela-
tan. WAN

KETUA DPR Puan Maharani menilai usulan penggabungan Badan Geologi dan BMKG perlu kajian. FOTO: TANGKAPAN LAYAR YOUTUBE TV PARLEMEN

SULTENG RAYA - Timnas Indo-
nesia U-20 akan tampil di Piala Asia 
U-20 2027. Berikut daftar tim peserta 
Piala Asia U-20 2027.

Timnas Indonesia U-20 berhasil 
lolos ke Piala Asia U-20 dengan sta-
tus sebagai juara grup. Garuda Muda 
mampu mengalahkan Australia di 
laga terakhir dan menyudahi laga 
dengan tujuh poin di tangan.

Lolos ke Piala Asia U-20, Timnas 
Indonesia U-20 akan menghadapi 
tim-tim pesaing yang kuat. Dalam 
pembagian pot, Timnas Indonesia 
U-20 ada di pot 3. Indonesia ada di 
pot 3 bersama Thailand, Tajikistan, 
dan Oman.

Artinya, Timnas Indonesia tak 
akan berada satu grup dengan 
ketiga tim tersebut. Skuad Garuda 
Muda bakal bertarung dengan ma-
sing-masing negara dari pot 1, pot 
2, dan pot 4.

Piala Asia U-20 akan digelar pada 
24 Maret hingga 10 April. Selain 
berburu mahkota juara, turnamen 
ini juga jadi kualifikasi menuju ajang 
Piala Dunia U-20 2027.

Untuk bisa lolos ke Piala Dunia 
U-20, Timnas Indonesia U-20 harus 
menembus babak semifinal. Pasal-

nya, akan ada jatah empat slot untuk 
wakil Asia di Piala Dunia U-20 2025.

Bila Uzbekistan masuk semifinal, 
bakal ada duel penentuan untuk 
mendapatkan satu slot lolos langs-
ung di antara tim lainnya. Hal itu 
dikarenakan Uzbekistan sejatinya 
sudah memegang tiket Piala Dunia 
U-20 2027 lantaran bakal berstatus 
sebagai tuan rumah.

Untuk bisa masuk empat besar, 
Timnas Indonesia U-20 tentu harus 
mengungguli negara-negara yang 
punya tradisi kuat. Mereka adalah 
China, Korea Selatan, Jepang, dan 
Arab Saudi di pot 1 ataupun Uzbe-
kistan, Irak, Iran, dan Yordania yang 
ada di pot 2. CNN

Daftar 16 Tim Peserta
Piala Asia U-20 2026

POT 1
China, Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi

POT 2
Uzbekistan, Irak, Iran, Yordania

POT 3
Indonesia, Thailand, Tajikistan, Oman

POT 4
India, Korea Utara, Malaysia, Lebanon. 

TIMNAS Indonesia U-20 akan berlaga di Piala Asia U-20 2027. FOTO: TANGKAPAN LAYAR INSTA-
GRAM @TIMNASINDONES

SULTENG RAYA - Ket-
ua DPR RI Puan Maharani 
menilai usul Presiden Pra-
bowo Subianto untuk 

menggabungkan Badan 
Geologi dengan Badan Me-
teorologi, Klimatologi, dan 
Geofisika (BMKG) perlu 

dikaji terlebih dahulu.
Puan mengatakan dua 

badan itu memiliki tugas 
yang berbeda.

“Kami meminta itu un-
tuk dikaji dulu apakah itu 
diperlukan, karena penu-
gasannya dan tugasnya itu 

berbeda-beda,” kata Puan 
di kompleks parlemen, 
Jakarta, Selasa (8/9).

Ia mengatakan jika peng-
gabungan dianggap efektif, 
DPR akan mendukungnya.

“Kalau itu dianggap me-
mang akan lebih efektif, 
ya tentu saja DPR akan 
mendukung hal tersebut. 
Jadi lebih baik dikaji dulu 
dan pengkajiannya itu har-
us memang bermanfaat,” 
katanya.

Dalam kesempatan itu, 
Puan juga menyatakan DPR 

akan mendukung penam-
bahan anggaran untuk mi-
tigasi bencana jika memang 
bermanfaat.

“Alokasi anggaran sela-
ma itu memang bermanfaat, 
bagi kami tidak apa-apa. 
Namun, harus manfaatnya 
harus lebih baik daripada 
sebelumnya,” ujarnya.

Presiden  Prabowo Subi-
anto sebelumnya berencana 
mengintegrasikan Badan 
Geologi dengan BMKG aki-
bat rentetan bencana alam 
yang melanda sebagian 

besar wilayah Indonesia.
Hal tersebut disampaikan 

dalam rapat virtual terbatas 
yang digelar presiden bers-
ama kementerian/lembaga 
terkait.

“Kepala badan geologi 
nanti saya kira akan kerja 
sama lebih erat dengan 
yang lain, nanti kita pikir-
kan apakah badan geolo-
gi diintegrasikan dengan 
BMKG tapi ya nanti kita 
bahas itu,” ujar Prabowo 
pada rapat virtual terbatas, 
Senin (7/9). CNN
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Target tersebut disam-
paikan Anggota Majelis 
Diktilitbang PP Muham-
madiyah, Prof. Erwin Akib, 
M.Pd., Ph.D., saat mengha-
diri Rapat Senat Terbuka 

Luar Biasa dalam rangka 
Wisuda Sarjana ke-56 dan 
Pascasarjana ke-12 Unismuh 
Palu, di Gedung Banua Kaili, 
Jalan Rusdy Toana, Sabtu 
(5/9/2026).

ANGGOTA Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah, Prof. Erwin Akib, M.Pd., Ph.D., saat menghadiri 
Wisuda Sarjana ke-56 dan Pascasarjana ke-12 Unismuh Palu, di Gedung Banua Kaili, Jalan Rusdy 
Toana, Sabtu (5/9/2026). FOTO: HUMAS

Majelis Diktilitbang Targetkan Unismuh Palu Jadi PTS 
Pertama Terakreditasi Unggul di LLDIKTI XVI

SULTENG RAYA– Majelis Pendidikan Ting-
gi, Penelitian dan Pengembangan (Diktilit-
bang) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 
menargetkan Universitas Muhammadiyah 
(Unismuh) Palu menjadi Perguruan Tinggi 
Swasta (PTS) pertama di lingkungan LL-
DIKTI Wilayah XVI yang meraih akreditasi 
Unggul secara institusi.

Prof. Erwin mengatakan, 
Majelis Diktilitbang PP 
Muhammadiyah akan terus 
memberikan pendampin-
gan kepada Unismuh Palu 
dalam memenuhi berbagai 
persyaratan menuju akredi-
tasi Unggul.

Ia optimistis target ter-
sebut dapat direalisasikan 
pada 2027. Menurutnya, 
Unismuh Palu telah me-
miliki modal yang cukup 
kuat untuk meraih akredi-
tasi Unggul secara institusi. 
“Majelis Diktilitbang PP 
Muhammadiyah akan terus 
berikhtiar dan mendampin-
gi Unismuh Palu meraih 

Unggul di tahun 2027,” ujar 
Prof. Erwin. 

Ia menjelaskan, dari ber-
bagai persyaratan yang har-
us dipenuhi, tinggal tersisa 
satu aspek yang menurutnya 
perlu dimaksimalkan Unis-
muh Palu, yakni pemenuhan 
jabatan fungsional.

Menurut Prof. Erwin, pro-
ses pemenuhan persyaratan 
tersebut tengah berjalan dan 
diharapkan dapat dituntas-
kan sebelum seluruh doku-
men persyaratan diajukan.

“Pemenuhan syarat ja-
batan fungsional saya kira 

ini sementara berproses. 
Mudah-mudahan sebelum 
kita upload nanti, semu-
anya bisa terpenuhi dan 
kita bismillahirrahmanirra-
him-kan,” katanya.

Sejalan dengan target ter-
sebut, Unismuh Palu terus 
melakukan pembenahan di 
berbagai lini. Pembenahan 
mencakup peningkatan fa-
silitas dan infrastruktur, 
penguatan Sumber Daya 
Manusia (SDM) dosen dan 
tenaga kependidikan, hing-
ga peningkatan mutu dan 
akreditasi program studi.

Dari sisi SDM, Unismuh 
Palu kini memiliki 67 dosen 
berkualifi kasi doktor. Selain 
itu, delapan dosen lainnya 
sedang menempuh pendi-
dikan doktoral.

Pada aspek jabatan fungsi-
onal, Unismuh Palu memili-
ki satu Guru Besar, 15 Lektor 
Kepala, 81 Lektor, dan 67 
Asisten Ahli. Sementara 
jumlah tenaga kependidikan 
tercatat sebanyak 58 orang.

Untuk mendukung pe-
ningkatan kualitas pembe-
lajaran dan profesionalisme 
dosen, sebanyak 107 dosen 

Unismuh Palu telah men-
gantongi sertifikasi dosen 
profesional. Sejumlah do-
sen lainnya masih dalam 
proses sertifi kasi. Capaian 
akademik juga terus menun-
jukkan perkembangan. Saat 
ini, empat program studi di 
Unismuh Palu telah meraih 
akreditasi Unggul.

Keempat program stu-
di tersebut yakni Program 
Studi S1 Pendidikan Agama 
Islam, S2 Kesehatan Masya-
rakat, S1 Ilmu Administrasi 
Negara, dan S1 Kehutanan. 
ENG

SULTENG RAYA– Se-
jumlah dosen Universitas 
Tadulako (Untad) melaksa-
nakan kegiatan pengabdian 
kepada masyarakat di SMP 
Satap Negeri 24 Sigi, Desa 
Soi, Kecamatan Marawola 
Barat, Kabupaten Sigi sela-
ma dua hari, 23–24 Juli 2026.

Kegiatan tersebut difo-
kuskan pada peningkatan 
kemampuan guru dalam 
memanfaatkan media pem-
belajaran digital berbasis 
internet Starlink yang me-
rupakan bantuan pemerin-
tah untuk mendukung akses 
internet di sekolah.

Tim pengabdian terdiri 
atas empat dosen, yakni 
Windy M., S.Pd., M.Pd. 
selaku ketua tim, serta tiga 
anggota, masing-masing Dr. 
Jamaludin, M.Si., Sukmawa-
ti, S.Pd., M.Pd., dan Shofi a 
Nurun Alanur S.S.Pd., M.Pd.

Dalam kegiatan yang ber-
langsung selama dua hari 
itu, tim memberikan pela-
tihan kepada 12 guru men-
genai pemanfaatan media 
digital untuk menunjang 
proses pembelajaran. Pelati-
han menghadirkan Nasran, 
S.Pd., M.Pd. sebagai nara-
sumber.

Ketua tim pengabdian, 
Windy M., mengatakan pe-
latihan diarahkan agar para 
guru tidak hanya memiliki 
akses internet, tetapi juga 
mampu mengoptimalkan-
nya menjadi sarana pendu-
kung pembelajaran yang 
lebih kreatif dan interaktif.

“Selama dua hari itu, kami 

melatih 12 guru dalam pem-
buatan pembelajaran ber-
basis media digital, salah 
satunya menggunakan Can-
va,” jelas Windy.

Menurutnya, selain meli-
batkan para guru, kegiatan 
tersebut juga diikuti sejum-
lah peserta didik. Keterli-
batan siswa menjadi langkah 
awal untuk memperkenal-
kan sekaligus membangun 
pemahaman mengenai pe-
manfaatan teknologi digital 
dalam proses pembelajaran.

Windy menjelaskan, SMP 
Satap Negeri 24 Sigi dipilih 
sebagai lokasi pengabdian 
karena berada dalam kate-
gori sekolah yang melayani 
wilayah Tertinggal, Terde-
pan, dan Terluar (3T).

Kegiatan tersebut men-
gangkat tema “Pelatihan 
Pemanfaatan Media Pem-
belajaran Digital Berbasis 
Internet Starlink di SMP 
Satap Negeri 24 Sigi sebagai 
Upaya Transformasi Pembe-
lajaran di Sekolah 3T.”

Ia berharap pelatihan yang 
diberikan dapat mendorong 
para guru memanfaatkan fa-
silitas internet yang tersedia 
secara berkelanjutan sehing-
ga keberadaan Starlink di 
sekolah tidak hanya menjadi 
fasilitas pendukung, tetapi 
benar-benar memberikan 
dampak terhadap kualitas 
pembelajaran.

Sementara itu, Wakil Ke-
pala Sekolah Bidang Kuri-
kulum SMP Satap Negeri 
24 Sigi, Andri Murfi n, S.Pd., 
M.Pd., yang mewakili Ke-

pala Sekolah Arifi n, S.Pd., 
menyambut baik pelaksa-
naan kegiatan tersebut.

Menurut Andri, pelatihan 
yang diberikan dosen Untad 
sangat bermanfaat bagi para 
guru, terutama dalam me-
ningkatkan keterampilan 
memanfaatkan fasilitas in-
ternet yang telah tersedia di 
sekolah.

Ia berharap setelah men-
gikuti pelatihan, para guru 
dapat semakin maksimal 
menggunakan jaringan Star-
link untuk mendukung kegi-
atan belajar mengajar.

“Pelatihan ini sangat ber-
manfaat. Kami berharap 
setelah pelatihan ini guru-
guru bisa lebih maksimal 
lagi memanfaatkan kebera-
daan jaringan Starlink hasil 
bantuan pemerintah,” harap 
Andri.

Ia menilai keberadaan 
akses internet yang mema-
dai membuka peluang bagi 
sekolah untuk mengem-
bangkan berbagai metode 
pembelajaran berbasis digi-
tal. Guru dapat memanfaat-
kan berbagai platform dan 
aplikasi pembelajaran untuk 
memperkaya materi seka-
ligus menciptakan proses 
belajar yang lebih menarik 
bagi peserta didik. 

“Selama ini guru-guru 
kurang mendapatkan pela-
tihan saja, melalui pelatihan 
ini semoga lebih maksimal 
lagi pemanfaatannya serta 
semakin memperkaya pro-
ses pembelajaran,”harap-
nya. ENG

Rakor tersebut diikuti 
dari ruang kerja Wakil Wali 
Kota Palu dan turut dihadiri 
Staf Ahli Bidang Ekonomi 
dan Keuangan, perwakilan 
Dinas Pertanian dan Keta-
hanan Pangan (DPKP) Kota 
Palu, Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian (Disperin-
dag) Kota Palu, Pengadilan 
Negeri Palu, serta sejumlah 
perangkat daerah dan in-
stansi terkait lainnya.

Rapat koordinasi tersebut 
menjadi momentum untuk 
memperkuat langkah bers-
ama pemerintah pusat dan 
daerah dalam menjaga sta-
bilitas perekonomian, khu-
susnya dalam menghadapi 
berbagai faktor yang dapat 
memengaruhi perkemban-
gan infl asi. Dalam arahan-
nya, Menteri Dalam Negeri 
RI, Tito Karnavian, mene-
kankan bahwa pengendali-
an infl asi dan pertumbuhan 
ekonomi membutuhkan 
kolaborasi yang kuat antara 
pemerintah pusat dan peme-
rintah daerah.

Menurut Tito, pemerin-
tah daerah memiliki peran 
penting dalam memastikan 
kebijakan nasional dapat 
diimplementasikan seca-
ra efektif di lapangan dan 
memberikan dampak langs-
ung terhadap masyarakat.

“Pertumbuhan ekono-
mi tidak bisa dicapai oleh 

RAPAT Koordinasi Pengendalian Infl asi Daerah Tahun 2026 yang diselenggarakan Kemendagri RI 
secara virtual, Senin (7/9/2026). FOTO PIKP DISKOMINFOSANTIK PALU

Peningkatan Uang Beredar, Pengaruhi 
Peningkatan Infl asi di Kota Palu

SULTENG RAYA— 
Wakil Wali Kota 
Palu, Imelda Liliana 
Muhidin mengikuti 
Rapat Koordinasi 
Pengendalian Infl asi 
Daerah Tahun 2026 
yang diselengga-
rakan Kementeri-
an Dalam Negeri 
(Kemendagri) RI 
secara virtual, Senin 
(7/9/2026).

pemerintah pusat saja. Di-
butuhkan kolaborasi yang 
kuat dengan pemerintah 
daerah agar setiap kebijakan 
berjalan tepat sasaran, kon-
sisten, dan mampu mem-
berikan multiplier effect 
bagi perekonomian serta 
kesejahteraan masyarakat,” 
ujar Tito.

Tito juga menekankan 
pentingnya penggunaan 
data sebagai dasar dalam 
menentukan kebijakan. 
Dalam hal ini, Badan Pu-
sat Statistik (BPS) memi-
liki peran strategis dalam 
menyediakan data berbasis 
bukti sekaligus mengukur 
dampak kebijakan pemer-
intah.

Sementara Kementerian 
PPN/Bappenas berperan 
dalam menjaga arah dan pri-
oritas pembangunan nasio-
nal, sedangkan Kemendagri 
memastikan implementasi 
kebijakan dapat berjalan 
secara optimal hingga ke 
tingkat daerah.

Dalam rakor tersebut, 
Mendagri turut mengurai-
kan berbagai faktor yang 
berpotensi mendorong ter-
jadinya inflasi, mulai dari 
peningkatan jumlah uang 
beredar, penurunan suku 
bunga, keterbatasan pa-

sokan barang, gangguan 
distribusi komoditas, hing-
ga tingginya harga pupuk 
bersubsidi yang dapat me-
ningkatkan biaya produksi 
pertanian.

Infl asi sendiri, jelas Tito, 
secara umum terdiri atas 
tiga kelompok, yakni vo-
latile foods, administered 
prices, dan core infl ation.

Volatile foods berkaitan 
dengan pergerakan harga 
pangan yang dipengaruhi 
kondisi produksi, pasokan, 
musim, serta distribusi. 

Sementara administered 
prices mencakup harga 
barang dan jasa yang di-
pengaruhi atau ditetapkan 
pemerintah. 

Adapun core inflation 
menggambarkan perubahan 
harga barang dan jasa yang 
berkaitan dengan kondisi 
fundamental perekonomian.

Kemendagri juga men-
dorong pemerintah daerah 
mengambil sejumlah lang-
kah strategis untuk menjaga 
stabilitas ekonomi, antara 
lain mempercepat penyera-
pan APBD secara tepat sas-
aran, meningkatkan efek-
tivitas birokrasi, menjaga 
stabilitas keamanan, mem-
perkuat konektivitas dasar, 
mengoptimalkan sektor 

unggulan daerah, serta me-
lakukan pemantauan harga 
komoditas secara rutin.

Menindaklanjuti arahan 
tersebut, Wakil Wali Kota 
Palu, Imelda Liliana Muhi-
din, menyampaikan bahwa 
Pemerintah Kota Palu akan 
terus memperkuat koordi-
nasi melalui TPID bersama 
perangkat daerah teknis 
dan seluruh pemangku ke-
pentingan.

Langkah tersebut dila-
kukan untuk memastikan 
ketersediaan pasokan dan 
keterjangkauan harga ke-
butuhan masyarakat tetap 
terjaga, sekaligus menganti-
sipasi potensi gejolak harga 
komoditas di daerah.

Pemkot Palu juga akan 
terus melakukan pemantau-
an terhadap perkembangan 
harga dan pasokan komo-
ditas strategis serta menge-
valuasi berbagai kebijakan 
yang telah dilaksanakan.

Dengan sinergi dan koor-
dinasi lintas sektor yang 
semakin kuat, Pemerintah 
Kota Palu berharap pengen-
dalian infl asi dapat berjalan 
lebih efektif, sekaligus men-
dukung ketahanan ekonomi 
daerah dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
secara berkelanjutan. ABS

FOTO bersama usai pelatihan di SMP Satap Negeri 24 Sigi, Desa Soi, Kecamatan Marawola Barat, 
Kabupaten Sigi selama dua hari, 23–24 Juli 2026. FOTO: DOK UNTAD

Dosen Untad Latih Guru SMP Satap Negeri 24 Sigi 
Manfaatkan Starlink untuk Pembelajaran Digital


